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A. Latar Bclakang Masalah 

BABI 

PENDAHULUAN 

Pcmbangunan daernh adalah mer~1pakan bagian yang integra l dmi 

pcrnbangunan nasional, oleh sebab itu keberhasilan Pernbangunan Daerah .1uga 

rnerupakan kcberhasilan Pembangunan Nasional. 

lujuan pemberitan otonomi kepada daerah adalah untuk rnemungkinkan 

dacrah ya11g bersangkutan rnengatur dan mengurus rumah tangganya scndiri u11tuk 

111e11i11gkatkan daya guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayamrn 

terhadap 111asing-masing pelaksanaan pembangunan. 

Dcngan demikian tujuan pemberian otonomi kepacla Daerah pada hakekatnya 

lebih 111crupakan kewajiban dari pada hak, yaitu kewajiban Daerah untuk melancarkan 

pelaksanaan pc111ba11gunan scbagai sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang 

harus dilaks:'.nakan clengan penuh tanggung jawab. Kepada Daerah-daerah diberikan 

hak untuk mcngatur clan mengurus rumah tangganya, disamping itu juga dituntut 

adanya pcrlanggung jawaban daiam penyelenggaraan hak terscbut sesuai dengHn 

pcrkcrnb<111ga11 dan kemajuan pembangunan Daei:ah itu sencliri . Okh sebab itu Daernh

daerah tidak hanya 111enuntllt haknya saja, tetapi dapat juga clituntut kewajiban dan 

tanggung jawabny<1 dalarn rangka pelaksanaan tugas-tugas dan urusan-uru s<111 

Otonorni · Dacrah Si.;:l(lnjutnya agar Daerah Otonom itu mampu rnengurus rumah 

ta ngganya dcngan sebaik-baiknya maka pada Daerah tersebut harus memiliki sararn1 UNIVERSITAS MEDAN AREA
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dan prnsarnnu pcndukung yang harus diberikan oleh pemerintah pusat. "Penarnbah~rn 

pcnyeral1an urusan Kepada Dacrah dis~rtai pcrangkat. alat pcrlcngkapan dan sumher 

pc111hi<1y<1<11111ya yang diatur dcngan Pcraturan Pcmcrintah". 1 

Dengan demikian nrnka Daerah Otonom harus memiliki : 

1. Adanya urusan-urusan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat untuk diatur dan 

cliurus sendiri dalam batas-batas wilayah sendiri ; 

2. /\danya alat-alat perlengkapan atau aparat sendiri untuk rnengatur dan mcngurus 

urusan-urusan yang diserahkai1 kepadanya ; 

J. J>cngdturan dan pengurusan itu dilakuka atas inisiatif dan kcbijaksanaan scndiri : 

4. Untuk mcngatur urusan-urusan tersebut, maka Daerah-clacrah tersebut pcrlu 

memiliki sumbcr-sumber keuangannya sendiri. 

Maka untuk membiayai pelaksanaan Otonomi Dacrah clcngan sebaik-baikny~1 

kcpada Dacrnh per I u cl i beri wewenang scrta kewaj i ban untuk rnenggal i sumbcr-

sumbcr dari potensi yang ada di wilayahnya dalam rangka meningkatkan pendapatan 

Dae rah . 

Sumbcr clipcrolehnya clana bagi Pernerintah Daerah tersebut berrnacam-macam 

seperti clalam pasal 79 Unclang-undang Nomor 22 Tahun 1999, disebutkan bahwa 

sumber pendapatan Daerah adalah : 

I. Hasil Pajak Dacrnh ; 

! I lasil l~ctribusi Dacrah ; 

1 R.I. Lembaga Administ .. asi Negara, Sistem Admillistrasi Negara RI. CV. 
l<•1.ii Masagung, 1992, ha!. 83. UNIVERSITAS MEDAN AREA
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3. llasil pcrusahaan milik Dacrah, clan hasil 1~ cngelolaan dacrah yang dipisahkan cbn. 

4. Lain-lain pcndapalan asli Daerah yang sah. 

Ikrk aitan dcngan uraian terscbut di atas rnaka dalarn rangka pclaksan ~w11 

Oto nomi yang nyata dan bertanggung jawab pada prinsipnya aclalah minimal tug:1s

lug<is rulin h'1rus dibiayai oleh Kas Dacrah sendiri yang diisi clari surnbcr-sumlx r 

1xnd:1pat<ll1 D<1c rah scndiri. 

Pcrncrintah Daerah dalam rnelaksanakan kegiatannya yang ditujukun unluk 

kcpcnting<rn rnasyarakat suclah barang tentu rnemerlukan parlisipasi rnasyarn kat 

tcrhalhip m:g<ira/pcmcrintr.h, scbab uang mcrupakan faktor yang penting dai<lm 

pcmbiaya~1n pcnyelcnggaraan Pemerintahan. 

Sch< g<1i konsckuensi otonorni dacrah sebagaimana diterangkan di alas rn ak:1 

daerah rncmiliki efektivitas pengelolaan atas kekayaan yang clirniliki claerahnya serla 

pencrimaan pcndapatan-pendapatan lainnya. 

Ikrdasarkan pcmikiran dari uraian-uraian terdahulu rnaka penulis mcras ~1 

tertmik untuk mengambil juclul : "TMPLEMENTAST KEBTJAKAN KEUANGAN 

DALAM Ml·:NINCIKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN 

DELI Sl":RD/\NG (St'Jdi Pajak Hotel clan Restoran). 

B. Pcrumusan Masalah 

Dari uraian-uraian terclahulu maka permasalahan yang mcnjacli perhati ~m 

penulis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : "Adak.ah pengaruh 

i111pk111e11lasi kcuangan daerah dalarn mcningkatkan pendapalan asli claernh di Kantor 
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Dinas Pcndapatan Kabupaten Deli Serdang dari sektor pajak hotel dan restoran '? · 

C. Pcmhatasan Masalah 

Masalah sebagaimana yang dikemukakan oleh RA. Suhardi, dalam buk.un ya 

.. t>olitik Sosi<il Modern ", adalah : " Suatu persoalan atau problerna yang sukar 

cliscksaikan dan tercliri dari suatu kelompoksoal-soal yang telah diketahui sebagian 

sedang yang sebagian lagi belum diketahui atau belum diketahui sepenuhi1ya. 

kelornpok soal-soal mana menuntut supaya cepat diselesaikan ".2 

.ladi rnasalah tersebut rnerupakan suatu yang harus dipecahkan apahila 

rncnginginkan suatu yang diharapkan atau ingin dicapai agar dapat terwujud. Hal lain 

dapat disirnpulkan bahwa masalah itu merupakan persoalan-persoalan hidup bagi 

rnanusia yang pe1m:cahannya selalu memerlukan bantuan orang lain yang mcmpuny;1i 

pcngalarnan lebih banyak dari orang yang mempunya1 rnasalah, schingga 

lkrdasarkan latar belakang masalah pen'elitian yang pcnulis kemukakan. agar 

pc111balwsann ya ticlak menjadi kabur, penulis membuat pembatasannya. Pembafasan 

rnasalah ini dimaksudkan untuk menghindari uraian-uraian yang ticlak berhubungan 

dengan masalah yang akan dibahas. 

Masalah penclitian ini dibatasi pada hal-hal scbagai berikut: 

1 

- !U\. Suhardi, Po/ltik Sosial Modern, Dasar dan Directiva, Yayasan Karya 
l)k1m1a !IP . .lakart<i. 1983, ha!. I. 
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l . \~agaim<111<1 pengaruh irnplementasi kebijakan keuangan daernh dalarn peningkatan 

pendapatan asli daerah dari sektor pajak hotel dan restoran, 

2. Ruang lingkup pcnelitian dibatasi di'Pernerintah Kabupaten Deli Serdang 

3. Tahun kc1ja yang diteliti adalah tahun 2002 s/d 2003. 

D. Tujuan clan Kegunaan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui permasalahan implementasi otonomi daerah dalarn 

meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Deli Serdang dari sektor pajak 

hotel dan restoran. 

2. Mem:oba mencari kepastian dan kebenaran 111asalah tersebut di atas dan sekaligus 

rnencari jalan untuk mencari pemecahannya ilmiah, sehingga dapat diterapkall 

dcngan sesederlrnna rnungkin. 

3. Untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan penulis. 

Adapun yang menjadi kegu;1aan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

I. Surnbangan pernikiran kepada pemerintahan, khususnya Pemerintah Dacrah 

Kabupaten Deli Serdang dalam peningkatan pendapatan asli daerah pajak hotel 

dan restoran. 

1 Ciun;• 1rn:111cnuhi salah satu syarat clalam rangka mernperoleh gelar Sa1jnna S-1 

dalam program stucli Ilmu Administrasi Negara Fisipol Universitas Medan Are.a. 
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E. Kcrangka Pcmikiran 

Su111bcr dan pi..!nggunaan pcndapatan asli dacrah pada dasarnya mc111bcrik,111 

pa11da11ga11 k·:pada kita tc11ta11g kt..!adaa11-kcadaa11 yang dapal dijadika11 kutipa11 h<1gi 

pc111hL~rli1ku<1n h<tl-lwl yang bcrhubungan dcngnn pclaksanaan !K~ nd<1p<1tan as\i d<1cr<tl1 

scsuai dcngan pcmbcrlakuan peraturan nasiona\ maupun pcraturan clacrah. Dirn<11w 

clengan didapatkannya sumber-sumber tersebut maka akan didapatkan pula dana b<1gi 

tcrsclenggaranya pemerintalian dan pembangunan. Pemerintahan dan pembangunan 

acbbh llll'l'Llp<1kan foktor pcnggunaannya. 

lJntuk rnclaksar.akan pembangunan di dacrah dipcrlukan prningkatan pralrnrs<1 

dan apartisipasi rakyat di daerah, di samping itu dengan mempcrhatikan kemampuan 

daerah perlu ditingkatkan pendapatan daerah baik dengan pemungutan yang lcbih 

intcnsiL wajar dan tcrtib terhadap sumber-sumber keuangan baru yang ada maupun 

dc11ga11 pcnggalian surnbcr-sumbcr kcuangan baru yang tidak bcrlcntangan dc11ga11 

kepcntingan nasiona\ dan masyarakat serta situasi dengan pcrundang-undangan yang 

berlaku. 

lJraian di alas menegaskan bahwa aparat sudah ditugaskan dan clitunlut 

kc111: 1111pua1rnya menggali surnber-sumber pendapatan daerah sesuai dcngan peraturn11 

daernh yang bcrlaku demi terciptanya kesejahteraan rnkyat daerah tersebut. 

Sebagaimana diketahui bahwa pajak merupakan salah satu sumber keuangan 

sesua i dcngan pengcrtian pajak yan r~ clikatakan oleh Kansil : 

·· Pajak ialah iuran kepada negara yang tcrhutang olch yang wajib rnembayarnya 

(w<ij ib pajak) bcrdasarkan undang-unclang clengan ticlak rnendapat prcstasi (balas jasa) 
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7 

kembali yang langsung '' 3 

Sehubungan dcngan tugas negara untuk menyelenggarakan pernerintalrnn dan 

kesejahternan rnkyut. Hasil atau imbalan yang diperoleh masyarakat (wajib pajak) cl<1ri 

pernbayarnn pajak tidak langsung diperolch dari· pemcrintah. Suatu prcstnsi alau j:1s<1 

kcpada perornngan ticlak cliberikan oleh pemerintah berhubung clengan pembayarnn 

iuran negara itu, namun prestasi yang diberikan pemerintah adalah untuk kepentingan 

urnum yang clapat clirasakan masyarakat manfaatnya. 

Dcngan memenuhi kewajiban membayar pajak berarti seorang atau badan 

hukum yang menjacli wajih pajak telah membantu dan turut rnernbiayai 

pembangunan negara clan bangsa. 

F. Hipotcsis 

I lipotcsis merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang diajukan. 

dirnana harus diuji kcbenarannya. 

Menurut Winarno Surakhrnad : 

·· l lipull'sis :1d:d:il1 su<1tu j:1waban, dug<ulll yang dianggap hcsar kenHlllgkin<111 u11l11k 

i\d:1pu11 hipotcsis yang cliberikan atas permasalahan yang diajukan adalah : 

·· i\ pahila pernerintah claerah Kabupaten Deli Serdang rnelakukan pengelolaan 

C.S.T. Kansil , Pe11gantar //mu H11k11111 dan Tata H11/w111 Indonesia. PN. 
!3al<1i Pus1,1k:i. Jakarta, 1989. hal. 311 . 

1 Wi11:1rno Surnkhrnad, Pe11ga11tar Pe11elitia11 llmiali. Tarsito, 1:3andung, 1980. 
h.1!. (18 . UNIVERSITAS MEDAN AREA
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lc1fo1dap su1nlKT-su1nher pe11dapala11 asli daerah, rnaka scktor pcndap<ilan dacrnh d•1p<1l 

d iti11glrntk•111 " . 
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BAB II 

TINJAUAN PUST AKA 

l\:nrn harnan tcntang isti L:h otonorni secara eti mo loginya bcrasal dmi 

b:1 hasa/kat<1 la tin ·'Autos" yang bcrarti "sendiri ", dan" nomos" yang berarti atur~111. 

Bcrdasarkan dimolngi kata otonomi 1111 memberikan arti otonorni scbl\gui 

I . d l' . s Zl: wctgcv111g atau pcngun angan senc Lrt. 

Sakh Syariff rnemberi arti megatur atau memerintah scndi1-i.1
' 

l\:ngc rtian istil ah otonomi dengan pemaknaan yang lebi h terbebas dari 

etimologinya dikemukakan oleh Lngeman sebagaimana dikutip okh Y. W Sunindhi't. 

yailu kl0 hL"h<1 san yang lerbatas atau kearnndirian itu adalah wujud pe111bcri <lll 

kc sL" 111patan yang harus dipcrtanggungjawabkan. 7 

l\:111hicaraan mengenai otonomi daerah tidak dapat dilcpaskan dari 

pcrcakap·111 rncngenai hubungan penyelcnggaraan pemerintahan, antara pemerintahan. 

ant<1ra l'cmcrintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam kontckbcntuk ncg<1r<1 

lmlo11csi<1. Dalarn Pasa l I ayat (1) undang Dasar (UUD) 1945 dinyatakan balrwa : 

.. ncg<m1 Indonesia adalah negara K.esatuan berbentuk Republik " . 

S.l .. S. Danurecljo. Oto110111i di ludonesia Dili11ja11 Da/a111 Ra11glw 
/{eda11/ata11 . .lakarta . 1967, ha!. l 0. 

"Saleh Syariff, Otonomi dan Daeralz Otonom, Endang, Jakarta, 1953 . hal. 7. 
7 Y. W. Suninclhia, Praktek Penyelenggaraan Pe111eri11tall di Daerah. 
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Kcti:nt uan kontitusional ini memberikan pesan bahwa nee,ma Repub li k 

Indonesia y:rng di proklamasikan pada tangga! 17 Agustus 1945 dibang un dalam 

si:buali kc1«t11 gka tH:gara yang bcrbcntuk kcsatuan (unitary), da11 bukan bcrbcntuk 

fod cras i (scrikat). Dcngan demikian, adanya daerah yang mcmpunya i kcwcnangan 

untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri ( otonomi daeral1 ), haruslah 

dil etakkan dalam bingkai pemahaman negara yang berbentuk kesatuan bukan 

!Jerbentuk tederasi, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (I) Undang-lJndang 

Dasar 1945 tersebut di atas. Demiki::m pula, ha! tersebut dipertegas dalam penjelasan 

Pasa l 18 Undang-Undang Dasar 1945 dengan mengatakan bahwa : 

.. Oleh ka1 ...:na negara Indonesia itu suatu eenheidsstaat, maka Indonesia tak akdn 

mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat staat juga ". 8 

Dalam konteks itulah, dapat dipahami bahwa sebagai konsekuensi atas 

pemahaman Pasal I ayat (I) Undang-Undang Dasar 1945 maka dalam Pasa l 18 

Undang-Undang Dasar 1945 maka dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasa r 1945 

dirumuskan judul babnya '' Pemerintahan daerah " dengan isi pasalnya, sebaga i 

berikut : 

·· Pcmbagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil , dengan bentuk susunan 

pcmcri 11Ld1<t11 n ya di tctapkan dengan undang-undang, dcngan mcmandang lian 

mcngi ng<1t i d~1s'1r pcnnusyawaratan dal am sistem pemerintahan negara ci'1n h<1 k-h nk 

as'11 usu! d::!am daerah-daerah yang bersifat istimewa " . 9 

8 Krishna D . Darumurti dan Umbu Rauta, Otonomi Daera/J Perkemba11ga11 
Pe111iliim11 da11 Pelakrn11aa11, Citra Adilya l3akti, Bandung. 2000. ha!. 5. 

'
1 Ibid. hal. 6. 
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Selanjutn ya di dalam salah satu isi penj elasan pasal itu, dik atakan : 

.. Di dacrah-Jacmah yang bersifat otonom (streek dan locale rc1,.,:1t s-gcmeensc:1app.._'. 11) 

: : ~au Lcrsi !':11 tbcar ad 111i11istrasi bclaka, ..... " . 

lk11 g:111 clcrnikian, apa yang dikatakw1 scbagai dacrah 010110111 o lch P;1s;il Ii\ 

Undang-l J1ll'. ;111 g D;1sar 1945 dikonscpsipkan scbagai Pemcrintahan D<H.~rah y:rng 

tcrdiri alas ·· d;1 crah hcsar " dan " kecil ". Di samping itu, selain scbagai daerah yang 

bcrsi fat otonom, daerah - daerah dimaksud dapat pula bersi rat sebagai dacrah 

ad111inistr;1si at;1u dacrah otonom yang bersifat istimewa, seperti dcsa di .lawa da11 lbli. 

Nagari di Minangkabay, dusun dan marga di Pale:11bang, dan sebagainya. Dacrah 

otonom yang bcrsifot istimewa ini, dalam penjelasan Pasal 18 Unclang-Undang Dasai· 

1945 dischul /.dfbcsturendc landschappen dan Vo!ksgemcenschappen yang pad" 

waktu ilu discbutkan jumlahnya di Indonesia lebih kurang 250 (dua ratus lima puluh ) 

dat:rah. 

Pada hagian lain dalam Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 

tcrscbu1 dikatakan : '· Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi dan daerah 

propinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil ". 

Tarnpaknya apa yang dimaksudkan sebagai daerah besar dalarn penjelasan itu. 

discbuL scbag<1i propinsi. Propinsi terdiri dari daerah-daerah yang lebih kecil. 

sebagairnana kcl ak dikenal dengan nama Kabupaten, Kotamady:i/Kota, kecarnatan. 

Kclurahan/Desa. Dari sinilah, di kemudian hari ·sejarah otonomi dacrah di Indonesia 

mcngcnal otonorni bcrtingkat (hierarki), sebagaimana tercermin dalarn sebutan daerah 

tingkat I. 11 clan III. 
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Berkenaan dengan soal otonomi berlingkat ini, sebenarnya Bung Hatta p<:1da 

tahun 1956 telah mengcmukakan pendapatnya (kelak dikenal sebagai konsepsi Hatta) 

dalarn picL o penerirnaan gelar doktor kehormalan dari Universitas liajah fvL1<la. Di 

d<t;arn konscpsinya itu , Hatta mengatakan bahwa untuk mendekatkan dcmokrasi yung 

bcrtanggung jawab kepada rakyat, maka yang terbaik adalah titik berat pemerintah::m 

sendiri (otonomi) diletakkan pada Kabupaten. 

Pcnda pat Hatta di atas dapat dikategorikan bahwa apabila otonorni tidak 

diletakkan pada Kabupaten/Kotamadya atau Daerah Tingkat II (misalnya, Bila 

otonomi clil ctakkan pada Propinsi/Daerah Tingk<lt I), maka demokrasi menjadi jauh 

dari rakyat. Hal lain dari konsepsi hatta adahh bahwa c!~ngan menitik beratkan 

otonomi pada Daerah Tingkat II maka Daerah Tingkat JI dapat mernbina 

perkembangan desa-desa untuk rnencapai tingkat kemampuan mengurus rumah 

tangganya scndiri . 

Scjalan dcngan pendapat di atas, melihat kelemahan pe!aksanaan otonom i 

bcrlingkat. Socta1jo Kartohadikocsocmo berpcndapal bahwa propinsi 111crupaka11 

buatan pcmerintah Belanda dan untuk itu perlu dihapuskan s~ja, oleh karena itu. 

Soetardj c. menyokong sepenuhnya konsepsi Hatta, bahwa otonomi itu perlu 

diletakkan di daerah tingkat II. Di samping itu pelaksanaan otonomi yang bertingkat -

tingkat mcrnpcrsulit jalannya pemerintahan, yaitu memerlukan peratu ran yang bcrliku

liku, dan dcngan sendirinya tidaklah efisien. 
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B. Sistrm Otonomi Daerah 

l)ada umumn:'a dikenal _2 (dua) sistern otonomi yang pokok y;:iitu : 

I. S1stc111 otonomi maleriil. atau pcngcnian rumah tangga matcriil (nwtcriL·k 

h u is lw ud in gsbegri p ), 

2. Sistcm otonomi formil , atau pengertian rumah tangga formil (formeele 

h uishoudi ngsbegri f). 

Di samping itu ada juga sistem lain y2.ng merupakan kompromi antara kedua 

sistem itu. yaitu sistem otonomi riil, atau pengtrtian rumah tangga riil. Bila ditilik d:1ri 

padanan kata .. rumah tangga "adalah huishouding" (Belanda) yang berarti inisiatil' 

bebas untuk menjala•1kan tugas Jan kewajiba, maka art; kata huishuuding tersebut 

juga berpadanan arti dengan kata otonomi. Oleh karena itu, kata rumah tangga dapat 

ditukar (cliganti) dengan kata otonom. 

1. Sistcm Otonomi Materiil 

Dalam pengertian sistem rumah tangga materiil, antara pemerintah pusat clan 

pernerintah daerah ada pembagian tu gas (wewenang dan tanggung jawab) yang 

ekspli sit ( cliperinci dengan tegas) dalam Un?ang-Undang pernbentukan Dae rah. 

Artin ya. otonomi daerah itu hanya bersifat definitif. Hal itu berarti pula, apa yang 

tidak tcrcanlllm dalam Undang--Undang Pembcntukzn Daerah. tidak lcrmasuk urus<.111 

Pemerintah Dacrah Otonom. rnelainkan urusan pemerintah ?usat. 

Cara penentuan tersebut di atas, didasar:,~a pada keyakinan bahwa acla 

perbeda;,111 tugas yang asasi clalarn menj alankan usaha-usaha memajukan kemakrnurQn 
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dan kesejahter·rnn masyarakat a11tara negara dan daerah-daerah otonom yang lebih 

kccil. Disini yang berbeda i?lah materi yang rnenj adi obj ek pengurusan dan 
. -

penga' 'J ran dari masyarakat hukum rnasing-rnasing tersebut di atas, oleh karena itulah 

pc11gcrtia11 ini disebut sebagai sisiem otonomi materiil. 

2. Sistcm Otonomi Fonnil 

Di clalam pengertian otonomi secara formil, tida!<:. ada perbedaan sifat aritara 

urusan-urusan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pt.:sat dan oleh daerah-daerah 

otonom. !-!al ini b1:rarti apa yang dapat dilakukan oleh negara (pemerintah Pusat), pada 

prinsi:1nya dapat pula dilakukan oleh daerah-daerah otonom. 

Bila ada pcmbagian tugas (wewenang dan tanggung _j awa b), hal mi tu semata-

rnata disd1abkan pcrtimbangan-pertimbangan yang rasional dan praktis, scpcrti 

efi siensi pcnyelenggaraan tugas pelayanan publik. Artinya pembagian tugas itu 

tidaklah disebabkan materi yang diatur berbeda sifatnya, melaink<m adanya keyakinan 

bahwa kcpcnti ngan daerah-daerah dapat lebih baik dan berhas il (lebih efisienO apabila 

disc lcnggarakan scndiri oleh daearah-daerah itu mas ing-masi ng daripada oleh 

pcrncrintah Pusat. 

Dalam sistem otonomi formil yang demikian tadi, m aka tidak terdapat 

pcrbcdaan si l~1t materi yang diurus oleh dae rah-daerah sebagai masyarakat huk um 

yn 11 g lcbih kccil dan negara sebagai masyarakat hukum yang lchih b~sar. Perbcdaan 

tugas diadakan secara formil dengan membuat bentuk-benL:' peraturan tcrtentu. 

DL'11 1i ki<111 pula. dal<1111 si stem otonorni !O rmil tidaklah secarn <1priori ditctapkan ap<t 
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yang termasuk rumah tangga daerah otonom. Tugas dari daerah otonom secara 

norrnatiC tidak terperinci di dalam undang-und<ng pembentukannya, melainkan 

dikntukan da 1am suatu rumusan yang umum sa_1a . Rumusan umu111 itu hanya 

rnengand ung asas-asas saja, sedangkan pengaturan yang kbih !Jnjul di serahkan 

kcpacla Pemcrintal: Daerah. Batasnya tidak ditentukan secara past i. tetapi bergantung 

dar i keadaan, waktu dan tempat. 

Jadi otonom menurut sistem formil ini, batasnya bertitik tolak pada peraturan 

yang dibuat oleh pemerintahan di atasnya (rangorde regeling). 

Sistem otonomi formil tidak selalu menjadi pendorong bagi daera!-. otonom 

untuk mengurus dan megatur urusan pemerintah. Beberapa ha! yang dapat menjadi 

kendala hal tersebut adalah : 

a. Tingkat hasil guna clan daya guna sistem otonomi formil sangat bergantung pada 

kreativitas dan aktivitas daerah otonom. 

Daerah harus mampu melihat urusan yang menurut pertimbangan mereka penring 

bagi daerah, waj ;.ir, tepat diatur dan diurus oleh da~rah. Bagi daerah-daerah yang 

kurang mampu memanfaatkan peluang, _dalam kenyataannya akan banyak 

bcrga11tu11g kepada pusat atau dan::rah-daerah tingkat atasny;:i . 

b. Kctcrhal<tsan dalam ha! keuangan daerah. 

Mcskipun mempunyai peluang yang luas untuk mengembangkan urusan rurnah 

tangga claerah, ha! ini tidak mungkin terlaksana tanpa ditopang oleh sumber 

keuangan yang memadai. 

c. Kernungkinan tetjadi persoalan yang bersifat teknis. 
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D:1erah tidak dapat secara mudah mengetahui urusan yang beium diselenggarakan 

okh i>enwrintah Pusat atau pemerintah Daerah tingkat atas:1 ya. 0 4"_, 

_1. Si~;trn1 Otonomi Riil \ 

'( 

Dalarn sistem 1111, ;:ienyerahan urusan atau tugas dan kewenangan kepada 

daerah didasarkan pada faktor yang nyata atau riil, sesuai dengan kebuti.1han atau 

kemampuan yang riil dari daerah maupun pemerintah pusat serta pertumbuhan 

masyarakat yang te1:jadi. 

Karena pemberian tugas dc:,n K.ewajiban se11a wewenang ini didasarkan pada 

keadaan y:mg riil di dalam masyarakat. Hal ini membawa konsekuensi bahwa 

tugas/urusan yang sclarna ini menjadi wewenang Pemerintah Pusat dapat diserahkan 

kcp;1da i>emcrintah Daerah, dengan memperhatikan kemampuan masyarakat daerah 

untuk mengaturnya dan mengurusnya sendiri. Sebaliknya, tugas yang telah menjadi 

wewenang daerah, pada s11atu ketika bilamana dipandang perlu dapat ditarik kembali 

oleh Pemerintah Pusat. 

Sistcm ini merupakan jalan tengah atau percampuran dari sistcm otonomi 

materiil dan fo rmiil. Dalam arti , sistem ini mei~;sandung anasir-an::isir. baik dari sis tcm 

otonomi rnateriil rnapun sistem otonomi formil sehingga dapat dilkatakan merupakan 

sistem sendiri . 

Terhadap sistem otonomi riil, maka s·istem 1111 mempunya1 cin-c1r1 yang 

membedakannya dengan kedua sistem pokok otonomi, yaitu : 
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,,:;:/--'"~~r:;~ .. 
··--.. . ···· ':1 {~ . . /,' . · •. ,_, " 

(i \ ' I : I ' 
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' . 'h·)· 
. -~· '-.) 

a. Menurut urusan p211gkal yang ditetapkan pada saat pcmbentukan suatl! dXeh1 h 
~---' .-,/ ~ 
•i•t ' :··~ : "-' 

""-' ':!. 

01 0110111. membcr ikan kcpastian mengenai urusan rumah tang6a daen1.h. !·!;ii 

semacam ini tidak rnungkin te1jadi pada sistem rumah tangga forrnil. 

h. Di samping urusan-urusan rurnah tangga yc:ing itetapkan secarn materiiL d~\\~rnh-

daerah dalam rumah tangga riil dapat mengatur da11 mengurus pula semua utu sa11 

pemerintahan yang menurut pertimbangan adalah penting bagi daerahnya 

sepanjang belum diatur dan diurus oleh pemerintayh pusat atau daerah tingkat atas. 

c. Otonomi dalarn rumah tangga riil didasarkan pada faktor-faktor nyata SLutu 

daerah. Hal ini memungkinkan perbedaan · isi dan Jenis urusan-urusan rumah 

tangga claerah sesuai dengan keadaan masing-masing. 

Di samping ketiga sistem di atas, dikenal juga apa yang disebut sebagai sistem 

resiclu (sisa) . Dalam sistem ini secara umum telah ditentukan terlebih dahulu tugas-

tugas yang telah rnenjadi wewenang. Pemerintah Pusat, sedangkan sisanya rnenjadi 

urusan rumah tangga daerah . Kebaikan dari sistem ini terletak pada saat timbulnya 

keperl uan-keperl uan baru, Pemerintah Dae rah dapat dcngan cc pat mcngam hi I 

kcpu!t1.'i;lll cb n tindakan yang dipandang per'lu, tanpa me11unggu perintah dari 

pcmcrintah pusat. 

C. Pajak I lotcl dan Rcstornn 

Pa_jak Hotel clan Restoran ini mulai disusun pada tahun J 947, pada rnulanya 

pajak ini ditujukan terhadap orang-orang kaya yang mampu "jajan" di restoran clan 

menginap di hotel. .ladi mulanya hanya dikenakan terhadap rumah makan clan llotel-
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hotel (bukan rumah pcnginapan I [osmen). 

Dc11g<111 adanya perkembangan dan kemajuan pcrekonomian maka ti1 ~ 1 hul 

gcj;ila bahwa Pajak Hotel dan Restoran dik ~nakan pada setiap rumah makan (bukan 

\\ ';1ru11g) dan sctiap ! [o tel besar rnaupun kecil. 

Pajak I lotel dan Restoran ini juga sernula dimaksudkan scbagai bcstaining 

heffing. artinya hanya dipergunakan untuk pengeluaran tertentu yaitu un tuk 

pembangunan. Sekarang nampak bahwa pajak ini berkembang menjadi Pajak 

Umum. di samping untuk tujuan pembangunan maka Pajak Hotel dan Restoran 

digunakan sebagai salah satu al at untuk rnengurang1 lidak meratanya distri busi 

penghasilan dan kekayaan. 

Pajak llotel menurut PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dalam Pas<tl 

38 rneliputi objek pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran termasuk : 

a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek. 

b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka 

pendek yang sifatnya mernberikan kemudahan dan kenyamanan. 

c. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel. bukan 

untuk umum, 

d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel. 

Sl'.dangkan Pajak restoran menurut PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak 

Dacrah dalam Pasal 43 adalah pelayanan yang disediakan restiran derigan 

pcmbayaran . 
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Sl.'.lanjutnya di dalam peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 4 Tahun 

2002 lc11la11g Pajak Dacrah Kabupatcn Deli Serdang pada Pasal I nya dika'.1 ka11 p;1d;1 

hurur: 

U) Paj~1k hotel adalah pajak atas pclayanan yang disdiakan dc11gan pemba y;1 1·J11 di 

l10:el. 

(k) hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat 

rnenginap/istirahat mernperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya dengan 

dipungut bayaran termasuk bangunan lainnya untuk rnenyatu, dikelola dan 

dimiliki oleh pihak yang sama kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. 

(I) Pajak rcstoran adalah pajak atas pelayanan y1ng disediakan dengan pe111bayara11 

di restoran. 

(m) Rcstoran atas rumah rnakan adalah tempat menyantap rnakanan dan mmuman 

yang discdiakan dengan dipungut bayaran tidak termasuk usaha jasa katering dan 

usalia _iasa boga . 

Iksar tarif Pajak Hotel dan Restoran menurut Undang-undang Nomor 14 

Tahun 194 7 adalah I 0% dari jumlah pembayaran, dan hingga saat ini tarif terse but 

dalam mcngalami perubahan. 

Pclaksanaan pemungutan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Deli 

Scrdang sclama ini didasarkan alas Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tc11 !;111 g 

Pajak Dacrah dan Rctribusi Daerah. 

Scsuai dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000, telah diatur sumbcr

sumber pcndapatan Daerah untuk paj ak dan retribusi. Dan bcrdasarkan Umlang-
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undang No. 34 tahun 2000, kepada Pemerintah Kabupaten/Kota discrahkan 

pernungulan Paj ak Hotel dan Restoran Dalam hubungan ini berdasarkan Undan t;, -

undang Nornor 34 Tahun 2000 ;,epada Dacrah Otonom diberi hak untuk 111rng;1lur 

rumah langg<1 ny<t scm!iri sc rla untuk mcwujud ka n suatu Oaerah Otonom yang 11y;1t;1 

dan bcrtanggungjawab. 

Schuhungan dengan ha! itu, maka untuk mendapatkan kepastian hukurn di 

dalam pelaksanaannya pemungutan Pajak Hotel dan Restoran, dirasa perlu untuk 

mengaturnya di dalam Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2002 Tentang Pajak Daerah 

Kota M...:dan. 

D. Pcngcrtian Administrasi Kcuangan 

Admin istrasi keuangan merupakan suatu ben!uk kegiatan administrasi yang 

khusus pada masalah keuangan. Pada setiap organisasi , masalah keuangan merupakan 

masalah yang penting sehingga harus ditanggapi dengan sebaik-baiknya, kcgiatan 

apapun yang akan dilakukan jika tidak mcndapat dukungan kcuangan yang cukup 

maka kcgiatan terschut tidak akan mencapai tujuan yang diinginkan. 

Soewarno 1-l;mdayaningrat rnengatakan bahwa " Adrninistrasi keuangan acbl ~1h 

pengelol;1an anggaran pendapatan dan belanja negara, yaitu mul ai dari proses 

penyusunan rencana anggaran, pengesahan angf?,aran ". 10 

111 Socwarno Handayangirat, Admi11istrasi Pemerinta/1 Da/am Pembang1111a11 
Nasional, PT. Ciunung Agung, Jakarta, 1987, hal. 173 . 
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Dari pcn gertian tcrsebut menunjukkan bagaimana kornplcksnya kcgi_<_tlan 

administr;tsi kcua11ga11. Administrasi keuangan meliputi pcngclolaan a11ggm;111 

pen(;apat da11 belanja negara. 

Anggaran pendapatan dan belanj a negara dapat dikatakan sebagai 

penyelenggaraan utama pembangunan nasiona!. Sektor-sektor yang potensial untuk 

mengumpulkan pcndapatan negara, harus benar - benar dikelola dengan 

administrasi yang baik, oleh sebab itu administr~si keuangan memulai kegiatan sejak 

proses pcnyusunan rancangan anggaran tersebut disahkan atau disetujui . 

l\:laksanaan anggaran merupakan tujuan dari administrasi keuangan. 

Pelaksanaan anggaran dimaksudkan adalah proses kegiatan ad1:1inistrasi dimana 

anggaran tersebut dipakai untuk membiayai operasionalisasi organisasi. Dalam 

pelaksanaan anggaran inilah sebenarnya inti kegiatan admini:-trasi keuangan dapat 

dilihat dengan jelas. J>ada proses ini dana-dana yang telah dikelola dan didistribusikan 

kepada unit-unit organisasi yang ada agar penggunaan dana tersebut efektif dan 

efisien. 

Bagian terakhir dari administrasi keuangan adalah pengawasan anggaran dan 

belanja negara. Penggunaan dana -dana yang ada harus benar-benar rnencapai sasaran 

dan untuk itu harus diadakan kegiatan pengawasan yang benar agar dana terscbut 

tidal; di sckwengk<m. Pengawasan merupakan bagian tcrpenting dari J'ungsi 

manajc1rn:11 yang juga mcrupakan bagian dari administrasi. Tanpa pcngawasan yang 

baik. pcngelolaan kcuangan dapat saja tidak mencapai sasaran dan ha! ini bernrti 

penggun ~ tan dana organi sasi tidak dapat pada sasarannya. 
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Kcuangan daerah menurut Pasal ayat huruf g UU No. 22 Tahun 1999 adalah 

'· Scmua hak dan kcwajiban yang dapat din ilai dengan uang, dcmikian pula segala 
. -

scsuatu baik L)crupa uang maupun barang yang ciapat dijadikan kekayaan daerah 

sepan.i ang belurn dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi scrta 

pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku .. _ 

Rumusan di atas rnengemukakan dua unsur penting yaitu : 

I. Scmua hak dimaksudkan sebagai hak untuk memungut pajak daerah, rctribusi 

dacrah dan/atau penerimaan dan surnber-sumber lain sesuai ketentuan yang 

bcrlaku merupakan penerimaan daerah sehingga menambah kekayaan daerah. 

2. Ki:wajiban daerah, dapat berupa kewajiban untuk membaym atau mengc:luarkan 

uang sehubungan adanya tagihan kepada daerah dalam rangka pembiayaan rumah 

tangga daerah serta pelaksanaan tugas umum dan tugas pembangunan oleh daerah 

yang bcrsangkutan. 

Dari hal tersebut maka dapat digariskan bahwa administrnsi keuangan daerah 

scbagai kcsel uruhan proses kegiatan pengelolaan keuangan daerah agar apa yang 

dicapai sccarn berdaya guna dan berhasil guna. 

Dalam rumusan tersebut di atas terdapat istilah jangka waktu tertentu . lstilah 

itu sendiri sengaj a dimasukkan mengingat garis edar atau siklus anggaran negara kita 

dirnulai I .la11ua1'i sampai dengan 31 Desember·tahun berikutnya. juga diberlakukan 

pada anggaran daerah di samping untuk membatasi istilah proses yang awalnya untuk 

tidak dikctahui akhirnya. Di samping itu untuk memudahkan pelaksanaan anggaran itu 

scndiri . 
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Sccarn lebih sederhana dan agar iebih mudah dipaharni maka dapat 

di simpulkan babwa administrasi keuangan daerah adalah organisas i dan manajcmen 

dari pad a sum ber-sumber yang berada dalam sesuatu daerah, gun a rnencapai tuj uan 

yang diinginkan daerah. Rumusan tersebut cukup jelas mengingat : 

I. Dacrah merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunya i batas wilayah 

tertentu yang terkoordinir dalam suatu orga111sas1 sebagai wadah dan 

pengelompokkan kegiatan dan surnber daya-. 

2. Sumber daya tersebut sehagai modal dasar, · 

3. Manajen1en sebagai suatu proses pengendalian dalan1 pengelolaan sun1ber daya 

yang ada. 

4. Memiliki tujuan yangjelas. 

l3erbicara tentang administrasi keuangan daerah pada intinya adalal1 

berkenaan dcngan masalah pengelolaan keuangan daerah yaitu Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBD) yang di dalam dinamikanya menunjukkan suatu sik lus 

ya ng terus-rncnerus ber:jalan. Hal ini lazim di sebut dengan istilah "'budget cycle ·· 

atau lingkaran edar anggaran. 

Siklus menggambarkan lingkaran atau garis edar berputarnya anggaran dari 

titik pcrmulaan untuk pada akhirnya kernbali pada titik permulaan itu. dan 

dcmikianlah seterusnya. 

Budget cycle itu lebih jelasnya mempunyai pengertian sebagai berikut : 

1 ingkaran yang dimaksud adalah untuk menggambarkan suatu masa scdangkan 

bcrl'.darnya ;111ggara11 merupakan proses kegiatan manusia di bidang penga 11 gga ri1 11 
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i ial-he1! yang merupakan dasar ataupun merupakan pn ns1p dmi gar1s edar 

.API3D ta lwp-tahapnya adalah sebagai berikut: 

l. Pcnyusunan Anggaran Pendapatan Beianja Daerab beserta penetapannya ke 
dal<1 111 peraturan daerah berikut pengesahannya oleh pej<ibat yang berwemrng. 

1 PcJaksanaannya o!ch kepala daerah selaku penguasa anggaran dac r,d1 ya.ng 
tel ah memiliki otorisasi yang bersumber dari Pern turan Daerah tentang 
APB[) dan berikut pengesahannya Peraturan Daerah terscbut oleh pe_jabat 
ya11g berwcnang. 

3. Pcrhitungan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah setelah berakhirnya 
rn~1 s a ke1ja atau masa dinas anggaran dengan penetapannya kc dalam 
peraturan daerah berikut pengesahannya oleh pejabat yang berwenang. 11 

Di dal s;11 keseluruhan unsur-unsur tersebut di atas, fungsi pengawasan adalah 

juga unsur yang tidak kalah ~entingnya, sehingga tidak dapat dipi sahkan dalam rangka 

pc11gclol:i:111 kcuanga11 daerah . 

Pcngcrtian keuangan dalam topik tulisan ini tidak terlepas dari adrninistrasi 

keua11gan 11cgara atau administrasi negara pada umumnya. Peranannya sangat mutlak 

dalam ncgara Kesatuan Republik Indonesia, yang ingin mewujudkan suatu tujuan 

nas ional ya itu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan 

spritual berdasarkan Pancasila. 

I lubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah dalam hal ini dengan jclas 

dapat dilihat dari administrasi keuangan ini. Dalam rangka pelaksanaan otonomi. 

pemc ri ntah daerah memili ki sumber-sumber pendapatan untuk mcmbi aya i 

penge luaran-pe:;f;eluarannya. Pendapatan - pendapatan itu yang diperoleh sebagian 

11 Joefri Abdullah, Pokok-Pokok Bekerjanya Garis Edar Anggaran Daerali. 
Cipta Rukun Sarana, Jakarta, 1984, hal. I . 
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bersumber dari pemerintah pusat. Untuk lebihjelasnya di bawah ini akan dikutip 

antara lain sumber-sumber penerimaan keuang~n daerah, sebagai berikut: 

I. Dari pendapatan melalui pajak yang sepenuhnya diserahkan kepada daerah 
dan atau yang bukan menjadi kewenangan pemajakan pemerintah pusat dan 
masih ada potensinya di daerah, 

2. Penerimaan dari jasa-jasa pelayanan daerah seperti retribusi. tarif perizinan. 
3. Penerimaan daerah yang diperoleh dari keuntungan perusahaan daerah, 
4. Pencrimaan daerah dari perimbangan k.:':uangan antara pcmerintah pusat dan 

pemerintah daerah. Dengan ini dimaksudkan sebagai bagian penerimaan 
tcrtentu dari pajak-p~jak yang dipungi.It pemerintah pusat dan kemudian 
di serahkan ke daerah. Tentang hal ini untuk masing-masing daerah berbeda
bcda persentasi penerimaannya, karena kriteria kondisi daerah yang 
bersangkutan. 

5. Pcndapatan daerah karena subsidi secara langsung dan penggunaannya 
ditcntukan secara langsung. 

6. Bantuan khusus dari pusat yang sering disebut dengan istilah ganjaran. 12 

Di dalam pengelolaan keuangan daerah ada diatur pada Undang-Undang No . 

22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 78 sampai dengan 

pasal 86. pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan 

Antara J> cmcrintah l'usat dan Daerah. Dikarenakan PP terha<lap UU No. 22 Tahu11 

1999 da11 Lill No. 25 Tahun l 999 bclum ada, sehingga dalam satu sisi PP yang la111~1 

masi h di pcrgunakan scpanjang ti<lak bcrtcntangan dcngan U ndang-U ndang di ~1t;1s. 

Adapun PP tersebut adalah Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang 

pengurusan. pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah . Kemudian pa.da 

Pcraturan Pcmerintah No. 6 Tahun 1975 tentang cara penyusunan Angg<lran 

1 ~ Bintoro Tiokroamijoyo, Pengantar Administrasi Pemba11gu11a11, LP3ES . 
.lak ;1rt;1, I ()80. ha!. 21 . 
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Pembpatan dan Bel<mja Daerah, pelaksanaan Tata Usahn Kcuangan Daerah. dan 

pe n y usu1~ :m perhitungan APBD. Kernudian ada Peraturan Menteri Dalarn Negcri 

No. 11 Tahun 1975 tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan 

dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanj a Daerah, Peraturan 

Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1978 tentang pelaksanaan tuntutan 

perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan material daerah dan lain-lain 

ketcntuan vano • b berlaku berkenaan dengan keuangan daerah bcrbunyi : 

Menyatakan bahwa dclam hal menetapkan pendapatan dan belanja, kedudukan DPR 

lcbih kuat dari?ada kedudukan pei11erintah. Ini tanda kedaulatan rakyat. Oleh ka;·ena 

pcnetapan belanja mengenai hak rakyat untt'.k .menentukan nasibnya sendiri, maka 

segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyal, sepcrti pajak dan lain~ 

lainnya harus ditetapkan dengan UU yaitu dengan persetujuan DPR. Juga tentang hal 

macam dal) harga mata uang ditclapkan dengan UU. Ini pcnting karcna kcdudukan 

uang itu hcsar pcng~1ruhnya atas masyarakat. Vang terutama adalah alat penukar dan 

pengukur harga. Sebagai alat penukar untuk memudahkan penukaran jual beli dalam 

masyarakat. Berhubung dengan itu perlu ada macam dan rupa uang yang diperlukan 

oleh rak yat sebagai pengukur harga untuk dasar menetapkan harga masing-masing 

barnng yang dipertukarkan. Barang yang menjadi pengukur harga itu mestilah tclap 

h;1rg ~ 111y ; 1. ,ia11gcin n<1ik turun karena keadaan uang yang tidak tcratur. Oleh karena itu 

kcadaan uang itu harus ditetapka!: dengan UU. Berhuhungan de11gan itu, kedudukan 

Bl yang akan mengduarkar ,.J an mengatur peredaran uang kertas, ditetapkan dengan 

UU. 
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Angg<lran daerah baik ditinjau dari peraturan daerah sebagai rencana yang 

rnc11gga111barkan kf'. rangka pendapatan dan perbelanjaan yang berlaku untuk masa salu 

tahun adalah sangat penti ng artinya. ltu merupakan pedoman ke1:ja dalam kcgiatan

kegiatan perncrintah daerah. Untuk itu anggaran daerah itu seti ap tahunn ya lwrus 

lllL~ndapat penctapan dan pcngcsahan scsuai dengan Peraturan Pcmerintah No. 22 

Tahun 1999 pada p<isal 86. 

Anggaran daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah maupun 

pengesahannya oleh pej abat berwenang pada hakekatnya adalah tindakan pemberian 

otorisas i kepada kepala daerah untuk mclaksanakannya seperti apa yang sudah 

tercanturn dalarn Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah. Dengan demikian kepala 

clacrah adalah penguasa anggaran daerah tersebut. Dalam tckni s pelaksanaannya 

anggaran daerah itu bertitik tolak dari Keputusan Menteri Dala111 Ncgeri No. 903 -

304 tahun 1980 yang menyatakan bahwa hak dan wewenang pelaksanaan keuangan 

tcrdiri dari tiga unsur dengan maksud agar ter-peliharanya pengurusan yang saling 

mengawasi. Ketiga unsur dimaksud adalah: 

I. I l<ik dan wcwenang otorisasi, 

2. ! '.ak d:111 wewenang ordonator. 

3. llak dan wewenang bendaharawan pemegang kas daerah. 

Penje lasan hak dan wewenang tersebut di atas adalah sebagai berikut : 

1. l lak dan wcwenang otorisasi. 

I lak ini dipcgang olch kepa!f! iaerah untuk melakukan tindakan dalarn 

rncnycknggarakan rurnah tangga daerah yang membawa akibat. 
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a. Mendatangkan pend-a patan daerah sesuai dengan peraturan pemeri1itah 

Negara Republik Incbnes ia PP No. 10 Tahun 1975 pasal 12. 

Ayat 1 Kepa!a Daerah menjaga agar segala peraturan dan lai:1 penetapan 

mengenai pendapatan daerah dijalankan sebaik-baiknyu scrt<1 

segala piutang daerah ditagih dan dipertanggung jawabkan tepat 

waktunya . 

b. Pengeluaran dalam batas-batas anggaran daerah, sesua1 dengan PP No. 5 

tahun 1975 pasal 21. 

Ayat 1 : 

J\yat 2 : 

Kepala daerah berwenang untt.:k melakukan tindakan yang 

mengakibatkan pengeluarari uari~ dalam b<itas-batas anggarnn 

daerah. 

Untuk ti ap pengeluaran atas peraturan anggaran daernh 

diterbitkan surat keputusan otorisasi oleh kepala daerah atau surat 

keputusan lain yang berlaku sebagai surat keputusan otorisasi 

seperti surat keputusan kepegawaian. 

Otorisasi dibedakan pada dua jenis yaitu otorisasi Insedentil dan otorisasi 

perrnanen. 0torisasi insidentil adalah surat keputusan otorisasi yang berlaku 

pemhcbanannya dalarn batas waktu tahun anggarnn yang bers:rngkutan. seprti 

pcnycdiaan kredit untuk keperluan belanja daerah. pe~jalanan dinas dan alain-lain. 

Otorisasi permanen adalah bersifat berkelanjutan dan berlaku tetap sebagai dasar 

penyediaan kredit pada tiap-tiap tahun angg8ran. Seperti peraturan gaji pegawai 

dan surat keputusan pengangkatan pegawa1. Sebelurn surat keputusan otorisasi 
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diterbitkan oleh bendaharawan/dinas/lembaga daerah harus mengajukan : 

a. Daftar usulan dan kegiatan daer2h (DUKDA) untuk belanja rutin. 

b. Dalbr usulan proyck daerah (DUPDA) untuk bclanja pcmbangunan. 

Apabila usu! i;1i di sahkan maka DUKDA tadi menj adi DIPDA (Daftar Isian proyek 

Dacrah). Setelah DIKDA ini disahkan oleh kepala daerah segeralah diterbitkan 

surat keputt:san otorisasi untt:k penyediaan dana dan anggaran guna membiaya i 

pengel uaran-pengeluaran terse but. 

2. Hak dan wewenang Ordonator. 

Hak ini :;1e<·upakan hak menguji atas setiap tagihan yang n:emberatkan anggaran 

daerah dan Lx·rwenang membcbankannya pada pas:.11-r)asal angg;iran yang 

tcrcantum di anggaran daerah dengan menerhitkan surat rerintah memhayar u;mg 

(SPMlJ) . Hak dan wewenang ini didelegasikan oleh kepala daerah untuk pe_j i1hat 

yang ditunjuk. Pasal 24 PP No. 5 tahun 1975. 

Segala penagihan dan memberatkan anggaran daerah diperiksa, diselesaikan dan 

dipcrintahkan untuk dibayar oleh kepala Daerah. 

Kc111udia11 Pasal 25 PP No. 5 Tahun 1975 juga menyatakan : 

Pc111bayaran yang IT'. '::'mberatkan anggaran daerah baik sebagai beban tetap maupun 

scbagai bcban sementara dilakukan dengan surat perintah membayar uang (SPMU) 

yang ditanda tangani oleh pejabat atas nama kepala daerah yang ditunjuk dengan 

surat kcputusan. 

Olch ordonator pada setiap penerbitan SPMU harus dirb<>arkan kepada daftar isian 

rroyek daerah yang tel ah disahkan oleh surat keputusan otori sas i yang diterbitkan 
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kepada daerah. 

J. Hak dan wcwenang bendaharawan pemegang :-:as. 

Bendahrawan pemegang kas daerah berhak rnemeriksa kas tanda-tanda bukti 

pengduaran atas beban anggarana daerah yaitu SPMU yang ditanda t<tngani olch 

ordonator d'.l.n juga pemegang kas daerah berwenang menerima, menyimpan dan 

rnernbayarkan serta menyerahkan uang daerah. Hak dan wewenang untuk .trn 

diclckgasikan oleh kepala daerah kepada pejabat yang ditunjuk untuk itu. 

E. Sumbcr-Sumber P~nJapatan Daerah 

1-lubungan keuangan dan daerah dalam rangka otonomi daera!' dilakukan 

dengan rnemberikan kebebasan kepada daerah untuk melaksanakan fungsinya secara 

cfrkti r. lJ ntuk melaksanakan fungsi terse but harus ada dukungan sumber-sumbcr 

keuangan yang memadai baik yang berasal dari pendapatan Asli Oaerah (PAD). Dana 

Perimbangan. Pinjaman Daerah maupun lain-lain penerimaan yang sah . 

Pcndapatan asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari 

sumbcr-sumbcr dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Pcraturan 

Dacrah Sl'suai dcngan peraturan per•mdang-undangan yang berlaku : 

Sumbcr Pendapatan Asli Daerah terdiri dari : 

I. I L1 sil 11•1.iak dacrah. 

' llasil retribusi daerah, 

J. 1-lasi I pcrusahaan milik daerah dan basil pengelolaan kekayaan daerah lainnya 

yang dipisahkan. 
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~I 

4. J ,ai11-lai11 pendapatn asli daerah yang sah. 

Kcwcnangan daerah untuk memungut paj ak d:.n retribusi diatur dengan 

Unda11g-LJ11da11g No 34 Tahun 2000 yang merupakan penyempurnaan dari Unda11g

~ J nda11 g No. I g T;il1un 1997 dan ditindaklan,iu!i pcraturam pcl~1ksanaa1111 y :1 v:1ilt1 

Peraturan Pemerintah No . 65 Tahun 2001 tentang Pajak Oacrah dan Peraturan 

Pemerintah No . 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. 

Jenis peneri maan yang termasuk hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya 

yang dipi sahkan, antara lain bagian laba, Dividen, dan penjualan sahan: milik daerah. 

Sedangkan lain-lain pendapatan asii daerah yang sah, antara lain hasil penjualan a:>d 

daerah dan jasa giro . 

Dana perimbangan adalah dana yang bersurnber dari penerimaan APBN yang 

dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka 

pelaksanaan desentralisasi. Besarnya jumlah dana perimbangan ini ditetapkan seti ap 

tahun anggarnn dalam AP8N, dana perimbangan ini terdiri dari : 

I. Bagian Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak 

Atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam. 

2. Dana Alokasi Umum (DAU), 

3. Dana alokasi khusus (OAK). 

13agian daerah dalam bentuk bagi hasil penenmaan (revenue sharing) 

merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi ketimpangan ve11ikal (verti ca l 

imbalance) ~mtara pusat dan daerah yang terdiri dari bagi bas il pajak dan bub 1
" pajak 

(sumhcr cbya alarn) Pola bagi bas il penerimaan ini dil akukan dengan persentasc 
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tertentu ya ng didasarkan atas daerah penghasil (b.y origin). 

. . ") 
.) _ 

l~ag i has il 1x1jak meliputi bagi hasil pajak humi dan l-: Jngunan (PBn J. h .. ::1 

pcrolchan hak atas tanah dan bangunan. Berdasarkan Undang-Undang Perpa_i ak<m 

Tahun 2000. !1 !Ul ai tahun 2001 daerab meruperoleh bagi basil dari pajak penghasiLi n 

(PPh) Orang pribad i (personal income tax) yaitu Ppb karyawan (Pasa l 21) se rta PPh 

Pasal 25/29 orang pribadi. Bagi basil PPb ini dimaksudkan sebagai konpensasi dan 

penyelarns bagi daerab-daerah yang tidak memiliki surnber daya alam tetapi 

111e111l1L·rika11 konstrihusi yang besar bagi penerimaan negara. 

.. 
lbgi hasil sumber daya alan~ tcrdiri qari sektor kehutanan, pertambangan 

urnum, minyak bumi dan gas alam dan perikanan. 

Dana Alobsi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APl3N, y;u1g 

dialokasikan dengan tujuan pemerataan kernarnpuan keuangan antar daerah untuk 

me111bi;1yai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentrali sas i. 

Penggu11•1•111 dana alokasi umum ini ditetapkan sepenuhnya oleb daerah. DAU 

cliberikan dalarn rangka untuk mengurangi ketimpangan horizontal dalam kebutuhan 

pembiayaan cl an penguasaan pajak antara pusat dan daerah. Dengan adanya DAU ini 

akan rnernberikan kepastian bagi daerah dalqm memperoleh sumber-sumbcr 

pcmbiayaan untuk rnembiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi !Jnggung 

_jawabn ya. Kebutuh;111 DAU suatu daerah ditentukan dengan rncnggunakan kon scp 

fiscal gap. di rnana kebutuhan Dau suatu daerah ditent.ukan atas kebutuhan daerah 

( fisca I IKL'.ds ) dcng;111 potcnsi daerah (fiscal capacity). Berdasarkan konscp in i 

di stribusi DAU kepada daerah-daerah yang rnerniliki kemampuan relati f besar akan 
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lebih kecil dan seba liknya daerah-daerah yang mempunya1 kemampuan keuangan 

rel at ifkeci l akan rnemperoleh DAU yang relatif besar. 

0 :':13 Alokas i Khusus (OAK) adalah dana yang berasal dari APBN yang 

dialobsik~rn kepacla daerah untuk rn embantu membiayai kebutuhan tertentu. 

Pengalobsian OAK ditentukan denga:1 rn emperhatikan terscclianya dan:1 dal:1111 

APBN . 

I<. etiga jenis dana perimbangan di atas merupakan sumber pernbiayana 

pelaksanaan desentral isasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan ya ng 

lain, mengingat tujuan masing-masing jenis pe11erimaan tersebut saling mengisi clan 

melengkapi. 

Pinj aman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah 

menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga claer:1h 

tersebut dibebani kewajiban untuk membayarnya kembali. Pinjaman daerah dilakukan 

untuk mernbi ayai kebutuhan daerah berkaitan dengan penyediaan prasarana yang 

dapat menghasilkan (pengeluaran modal). 

Lain-lain penerimaan yang sah, antara lain hibah, dana darurat dan 

penerimaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-und211gan yang berlaku. Dana 

darurat mcrupakan dana bantuan yang berasal dari APBN untuk keperluan mendesnk 

kepada dacrah tertcntu . Keperluan mendesak adalah keadaan yang sangat luar bias:1 

yang tidak dapat ditanggulangi oleh daerah dengan pembiayaan dari APBO, yaitu 

bem:ana alam dan/atau peristiwa lain yang dinyatakan pemcrintah pusal scbaga i 

be11ca11a 11 asio 11 al. fl rosed ur dan tata cara penyaluran dana darurat sesuai dc 11 ga11 
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ketcnt ua11 yang berlaku bagi APBN. 

lJndang-Undang No . 25 Tahun 1999 telab rnenetaphn dasar-uasar 

pcmbiaya;m pcmc:rintah daerah sebagai brikut. Sesuai dengan Pasal 2 Undang

lJndang_ No. 2) Tahun 1999 penyclenggaraan tugas daerah dalam rangka pclaksa naan 

dcsc11tra lis;1s i dibiayai atas beban APBD. Pen/elenggaraan tugi1s pemcrintah pus;1l 

yang dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi dalam rangka pelaksanaan 

dekonscntrasi dibiayai atas beban APBN. Penyelenggaraan tugas pernerintah pusat 

ya ng dilaksanakan oleh perangkat daerah dan desa dalam rangka tugas pembantuan 

clibi aya i atas bcban APBN. 

Penyl'.rahan atau peli111 pahan keweqangan Pernerintah Pusat kepada Gube1iur 

atau penyerahan kewenangan atau penugasan Pemerintah kepada Bupati/Walikota 

diikuti dcngan pembiayaannya. 

Penyerahan atau pelimpahan kewenangan Pemerintah Pusat jeoada Gubernur 

atau Bupati/walikota dapat dilakukan dalam rangka desentralisasi, dekonsentras i, dan 

tugas pembantuan. Sedang penyerahan atau pelimpahan kewenangan dari Pemerintah 

Pusat kepada Daerah dalam rangka desentralisasi dan dekonsentrasi disertai dengan 

pengali han sumber daya manusia, dan sarana · serta pengalokasian anggaran yang 

dipcrlubn untuk kclancaran pelaksanaan penyerahan dan pelimpahan wc\venang 

tersebut. Sementara itu penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah 

dalam rangka tugas pembantuan dise11ai pengalokasian anggaran. 
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Yi 

F. Fun gsi Pcndapatan Asli Daerah 

kepada · ana dalarn 

mel2kuk~rn akt ivitasnya tersebut. Dengan dana tersebut maka pemeri ntan daerah dapat 

merencanakan dan merealisasikan kegiatan-kegiatan pemerintahan, pernbangunan dan 

hal- ha l lainnya yang mendukung keberadaan pemerintah daerah bagi daerah yang 

be rsangk utan . 

Dcngan demikian maka fungsi pendapatan asli daerah adalah untuk 

mc111hiayai aktivitas-aktivitas pcmcrintah daerah itu scndiri Lh,larn mcnjalanbn 

pcmcrintahan. pcmbangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. 

Olch Mardiasmo, dikatakan fun gsi pendapatan asli daerah adalah untuk : 

Ada dm1 f'un gs i pendapatan as li daerah yaitu : 

1. Fungsi budgetair. 

Pendapatan asli daerah sebagai sumber dana bagi · pemerintah daerah untuk 

mcmbiaya i pengeluaran-pengeluarannya. 

2. Fungsi rncngatur (regulerend). 

Pcndapatan as l i daerah sebagai alat untuk mengatur dan melak'.::rnakan 

kcbij aksanaan pcmerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 13 

1
·
1 M~1rJi asmo, Perpajakan , Andi , Yogyakarta, 2001 . ha!. ::'. . 
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G. Dana Pcrimbangan Keuanga n Daerah 

Dalam rangka menciptakan suatu sistem perimbang;m keuangan yang _ 

propmsion;1l. demokrati s, ad il d2·n transparan berdasar1:an atas pembagian 

kew..:nangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka telah di undangkan Undang-

Undang No _ 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antar;: Pemerintah Pusat 

dan Dae rah. Undang-Undang tersebut antara lain mengatur tentang Dana Perimbangan 

yang rnerupakan aspek penting dalarn sistem perimbangan keuangan antara pusat dan 

daerah. Dana pcrimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari 

APL3N untL1 !.: mendukung pelaksanaan kcwenangan pemcrintahan dacrah dalarn 

mencapa i tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan 

pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik . 

Dana perirnbangan terdiri dari : 

1. Bagian Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak 

atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan dari sumber daya al0m. 

2. Dana Alokasi Umum 

3. Dana Alokasi Khusus . 

Dana perimbangan tersebut merupakan kelompok sumber pembiayaan 

pelaksa naal1 desentra li sasi yang alokasinya tidak dapat dipi sahkan satu dengan yang 

lain . mcngi ngat tujuan masing-rnas ing jeni s penerimaan tersebut saling mengisi :dan 

rnclengkapi . Bagian Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea 

Perolchan. 1-lak atas Tanah dan Bangunan dan penerimaan sumber daya alam 

mcrupakan alokasi yang pada dasarnya memperhatikan potensi daerah penghas il. 
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.: . 37 

Dana alokasi umurn dia!okasikan dengan tujuan pemcrataan dengan 

111crnpcrhatik<111 potensi daerah, ke~daan geografi, jumlah penduduk. dan tingkat 

pendapata:; masyarakat di daerah, sehingga pc:-bedaan antara daerah )'ang ma.1 u 

clcng<m dacrah yang beium berkembang dapat diperkecil. 

Dana Alobsi Khusus bertujuan untuk memban tu 111e1nbiayai kelJL:luhan

kebutuhan khusus daerah. Dengan demikian, sejalan dengan tujuan pokok dana 

perimbangan dapat lebih memberdayakan dan meningkatkan kemampuan 

perekonornian daerah . menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional. 

rasional. transparan. pa1:isipatif, bertanggung jawab (akuntable). serta memberi·kan 

kepastian surnber keuangan daerah, yang berasal dari wilayah d::ierah yang 

bersangkutan . 

H. Pcndapatan Dacrah Mcnuru t Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 

Su111l1LT pcndapatan daerah menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 

tcrclapat di dalam Pasal 79 ayat (1) yang berbunyi : 

Surnber pendapatan daerah terdiri atas : 

a. Pcndapatan as li dacrah, yaitu 

I) l·!asil p<~j ak daerah 

2) I !asil rdribusi daerah 

3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

clipi sahkan, dan 

4) I , ~1i11-i<iin pe11dapatan asli dae rah yang sah 
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b. Dana perimbangan 

c. Pinjarnan daerah dan 

cl. Lain-lain pendapaLan yang sah. 

Dalam bagian penjelasan terhadap Pasal 79 ayat (1) huruf d dikatakan lain

lain pcndapatan daerah yang sah adalah antara lain hibah atau penerirnaan dari daerali 

propinsi atau daerah kabupaten/kota lainnya, dan penerimaan lain sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 
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BAB III 

METOD0LOGl PENELITlAN 

A. l'opulasi clan Sampcl 

D<ilarn leorinya, bahwa diketahui bahwa sarnpel itu ada lali merupakan hagi<111 

.:.Ltri populasi. 

Okh l3.l I. Erickson dan TA. Nosamchuk dikatakan : 

·· Populasi dapat berupa kumpulan dari setiap objek penelitian. Pada dasarnya, 

populasi adalah hirnpunan sernua ha! (kesP!uruhan realitas sosial) yang 1ngm 

dikctahui ·-, i.i 

Sedangkan menurut Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi adalah sebagai 

berikut Populasi adalah perkiraan seluruh _elemen. misalnya perkiraan junilah 

karyawan. perkiraan jumlah produksi, perkiraan jumlah modal, perkiraan rata-rnta 

modal. pcrkiraan rata-rata ga_p karyawan perbulan dan sebagainya atau di sebu l 

I'> parameter ". · 

Dari uraian di atas maka dapat diketahui bahwa dalam memahami populas i 

yang ada maka peneliti harus mempunyai suatu pandangan bahwa populasi itu akan 

henar - benar dapat rnernberikan realitas ke11yataan dari penelitian yang diadakan 

serta diketahui pula j umlahnya. 

i.i 13.11. Erickson dan TA. Nosarnchuk, Memalrami Data Statistik Untuk I/11111 

Sosial, LP3ES. Jakarta, 1981, ha!. 156. 
' Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, Metode Pe11elitia11 Survey. LP 3 ES. 

Jakarta. 1987. ha!. 152. 
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.1 () 

Dalam penelitian ini maka yang menj ad i populas i adalah semua Peg2.wai 

Dispencl a Kabupaten Deli Serdang yang yang berj um lah 80 orang. 

Di sebabkan banyaknya populasi di atas rnaka sampel yang di<~jukan Lla! :1111 

pcnc lit ian in i hanya I 0 orang UPTD dan Korcam Dispenda Kab upaten Deli Strclang. 

B. Mctodc Pcngumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data dalam penyusunan skripsi 1111, penulis .1uga 

rnempergunakan beberapa teknik penelitian yaitu: 

l . Pcnelitian Kcpustakaan (Library Research) . 

J)ala111 teknik pcnelitian ini , pcnulis mcmpelajari teori-tcori yang berkaitan Jcnga11 

skripsi ini. yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku. diktat-diktat Jan 

lain-lain yang bcrkaitan dengan masalah penelitian. 

1 Dalam teknik pcnelitian ini, penulis mengadakan penelitian langsung ke lapangan 

atau objek penelitian dengan menggunakan beberapa cara yaitu : 

a. Interview atau wa\vancara, yakni pelaksanaan pengumpulan data yang 

dil<ikukan melalui tanya-jawab secara lisan dan bertatap muka secara langs un g 

clengan pegawai atau pejabat yang terdapat dalam objek penelitian. 

b. Pcngamatan (observasi) yakni pelaksanaan pengumpulan data yang dil ak ukan 

dcngan pengamatan clan pencatatan secara sistematis tcrhadap gejala ya ng 

tcrdapat pacla objek penelitian, dengan maksud untuk mendapatkan data yang 

dipcrlukan dalam pemecahan persoalan yang dihadapi . 
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C. Variahcl dan Definisi Operasional 

Dalarn penul isan skripsi Tni .penulis rnengernukakan dua vari abe l yang sang(lt · 

rnenentukan dan sali ng berhubungan. 

Kcdua 'ari a be! tersebu l adalah sebagai berikut : 

I. Variabcl hcbas (Independent Vari<!ble) alau di sebut juga dcngan variabc l yang 

di se lidiki pengaru hnya. 

2. Variabel terikat I Dependent Variable) atau disebut juga dengan variabel ramalan. 

yakni vari abel y:rng diramalkan akan timbul sebagqi akibat. pengaruh variabcl 

be bas. 

Variabel-variabel di ata::: akan dijel:.skan dalam bentuk definisi operasional 

sebagai berikut : 

I. Vari abe l bebas indikatornya adalah" lmplen'lentas i Otonomi Daerah ·· 

a. Perurnusan Objek pajak dan realisasinya 

/\dalah rn erupakan kondisi suatu keadaan tentang sumher-sumber pendapatan 

asl i dae rah serta arah dari pelaksanaan pengembaliannya kepada kepentingan 

masyarakat. 

b. Organi sasi scbaga i wadah pelaksanaan kegiatan 

lni ada lah fak tor utarna yang harus diperbincangkan karena pada orga ni sasi ini 

l)L'iaksanaan kegiatan sumber pendapatan as li daerah dijalankan. 

' Variahcl tcrikat indi katomy?. adalah " Penlngkatan Pendapatan Asli Daerah .. 

ya itu : 
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a. Kchija ksana;m penetapan sumber pendapatan asii daerah. 

Bcnqx1 ·:ksi dan kebijaksanaan yang diperbuat oleh pemerintah daerah da lrni1 

menetapkan sumber-sumber pendapatan asli daerah. 

b. l(L·b i.i;1ksana;1 11 penentuan reali sasinya di dalam masyarakat. 

lkrup;1 kqrntusan yang berakibat langsung kepada peningkatan kcsejahtcr:i;u1 

masyarakat dari pelaksanaan kutipan yang dilakukan atas pendapatan asli 

dacrnh. 

D. Mrtode Analisis data 

[);dam penulisan skripsi ini, penulis n11~nggunakan metode penelitian 

clcskripti r. Mctode penelitian deskriptif ini adalah tipe penelitian yang digunakan 

untuk mcngg;1rnbarkan kondisi data, serta gejala-gejala yang ada. 

Metode analisis data ini berpedoman pada wawancara yang dilakukan 

scYvaktu prnL·litian. Temuan dari suatu wawancara yang dilakukan oleh penuli s 

tersebut akan diperbandingkan dengan apa yang telah diteorikan kemudian dicari 

kesi mpu Ian nya. 
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BAB IV 

Dl~S:OUPSI LOKAS l PENE UTIAN 

A. Sej ;irah Sin glrn t Ka bupaten Deli Ser<l a ng 

Kab upaten Deli Serdang yang di kenal sekarang ini, sebe!um Prnklamas i 

Kemerdek aan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 merupakan daerah pemerintahan 

yang bcrlx.: ntuk Kerajaan (Kesultanan) ya itu Kes ultanan Deli yang berpusat di Kota 

Medan. dan Kesultanan Serdang berpusat di Perbaungan (± 38 Km dari Kota Medan 

m..: nuju Kota Teb ingt inggi) . 

Dalam masa pemerintahan Republik lndcnesia Seribt (RIS) , keadaan 

Sumatera Timur rnengalami pergolakan yang dilakukan oleh rakyat secara spontan 

menuntut agar NST yang dianggap sebagai prakarsa Yan Mook (Belanda) dibubarkan 

dan \·vil ayah Sumatera Timur kembali masuk Negara Republik Indonesia se Surnate ra 

Timur 11H.: nc111a11g Kongres Rakyat Sumatera Timur yai1g dibcntuk olch Front 

Nasional. 

Negara-nega ra bagian dan daerah-daerah istimewa Iain di Indonesia ke mudia n 

bergabung dngan NRL sedangkan Negara Indonesia Timur (NIT) clan Nega ra 

Sumatera Timur (N ST) tidak bersedia. 

i\ khirn ya Pemerintah NRI memi nta kepada Republik Indonesia Serikat rnIS ) 

untuk mcncari kata sepakat dan mendapat mandat pen uh dari NST dan NI T untuk 

bermusyawarah dengan NR I tentang pembent,. i. an Negara Kesatuan dengan has il 

antara lain Undang- Undang Dasar Sementara Kesatuan yang berasal dari UU D RIS 
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diub~ih sehingga sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. 

1\ i:is d:tsar terse but terbent~:k l ah Kabupaten Deli Serdang sL:perti tercatat dalarn 

sejarah hahwa Sumatera Timur dibagi atas 5 (lima) Afdeling, salah satu diantaranya 

adal<th Deli en Serdang. Afdeling ini dipimpin oleh Asisten Residen beribukota Medan 

serta terbagi atas 4 (em pat) Onder Afdeling yaitu Ben eden Deli beribukota Medan . 

Bo van Deli bi.:ribukota Pancur Batu, Serdang beribukota Lubuk Pakam, Padang 

Beclagei. beribukota Tebingtinggi dan masing-masing dipimpin oleh seorang Kontelir. 

Selanjutnya dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Timur 

tangg:d I t) /\pril I t)46, Keresidenan Sumatera Timur Jibagi 111enjadi 6 (ena111) 

Kabupaten ini tcrdiri dari atas 6 (ena111) Kewcdanana y~itu Deli 1-!ttlu, Deli Hilir. 

Serdang I-lulu. Serdang Hilir, Bedagei , Padang/Kota Tebingtinggi pada waktu itu 

ibukota berked udukan di Perbaungan. 

Kemudian dengan hukum Besluit Wali Negara tanggal 21 Desember 1949 

wilayah tersebut adalah Deli Serdang dengan ibukota Medan meliputi Lubuk Pakarn. 

Deli Hilir. Deli Hulu. Serdang, Padang dan Beda~ei. 

P<1da tangga l 14 November 1956. Kabupaten Deli clan Serdang ditctapka11 

menj ad i Daerah Ot -:: no, dan namanya berubah menjadi Kabupaten Deli Serdang sesuai 

dengan Undang-Undang Nornor 22 tahun 1948 yatu Undang-Undang Pokok-Poko k 

Pc111erint:1h:111 Daerah dengan Undang-Undang Nornor 7 Ort Tahun 1956. lJni uk 

mereali s~ t s in ya dibentuklah Dewan Perwakilan Rakyat Daera (DPRD) dan Dew;m 

Pertimhangan Daern h (DPD). 

N:1111un. tahun demi tahun terus lalu rnerubah pe1:jalanan seja rah dan sctcl <il1 
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rncl:llu i bcrlx1gai usaha penelitian d::in semi nar-seminar oleh para pakar sejarah dan 

pcjabat Pcmerintah Kabupaten T)e,li Serdans ), akhirnya disepakc1t i penetapan Hari Jadi 

Kaht:;x1k 11 Deli Serdang tanggal 1 Juli 1946. 

!1erd;1sarkan l'eraturan Pern crintah Nornor 7 Tahun 1984 . ihukota Kabupatcn 

De li Se r~bng dipindahkan dari Kota Medan ke Lubuk Pakam dengan lokasi di 

perkantoran di Tanjung Garbus yang diresmikan oleh Gubernur Sumatera U.tara 

tangga l 23 Dcsember 1986. Demikian pula pergantian pia1pinan di daerah inipun tclah 

tc1:j adi bcbcrapa kali . 

Tcrcatat dalarn sejarah bahwa Bupati pertama di K~ibupatcn Deli Scrdang 

adal"h Mocnar S. I Iamidjoyo. kemudian Sampoerno Kolopaking, setelah itu Wan 

Oemarocddin Baros (I Februari 1951 s/d I April.1958), Abdullah Eteng (1 April t958 

s/d 1 I Jan uari 1963 ), Abdul Kadir Kendal Keliat ( 11 Januari 1963 s/d 11 November 

1970). I!. Baharoedc!in Siregar (11 November 1970 s/d 17 April 1978), Abdul Mui s 

Lubi s ( ! 7 /\pril 1978 s/d 3 Maret 1979), H. Tenteng Ginting (3 Maret 1979 s/d 3 

Maret 1984), H. Wasiman (3 Maret 1984 s/d 3 Maret 1989), H. Ruslan Mansyur (3 

Maret 1989 s/d 3 Maret 1994), H. Maymaran NS (3 Maret 1994 s/d 3 Maret 1999, dan 

sejak uhun 1999 hingga saat ini Bupati Deli Serdang dijabat oleh Drs. H. Abdul 

Hafid, MBA . 

Demikian pula halnya di legislatif, pimpi.nan di lembaga ini pun silih bergan ti 

dari Ketua Dewan dijabat oleh Bonar Ginting, H: Mahmud Hasan. T .A . Muhaid ArieL 

dan Kaptc n M. Selamat. 

KL~ rnudian para periode berik utnya terpilih n1enj adi Kctua Dewan adalah 
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Ll'tkol Cius M<1sinan. BA (1971 s/d 1982), 1-1.M. Rizan (1982 s/d 1987 ). T. /\buna vva r 

... ii1:1r Alk1.i ( 1987 s/d 1992), 1-1. I pi ng Saf'ci dilanjL~kan okh Us1mm DS ( 1992 s/d 

1997). Koloncl Ors. I-I . Nusrin Siregar ( i 997 s/d 1999), dan se_ia k tahun 1999 sampai 

saJt ini Kctua DPRD Kabupate11 Deli Serdang dijabat oleh Naik Tariga n, BBA. 

Scdangkan Sekretaris Wilayah Daerah (saat ini berubah narna menjadi 

Sekretaris Daerah) Kabupaten Deli Serdang juga sudah silih berganti, mulai dari H . 

i3aharueddin Siregar. Mbra Barus, Mabai Tarigan, I-I. Abdul Muis Lubis, Mohd. Zaini 

Dah lan . SIL Drs. Sonny Harahap, H. Abdul Salai11 Pane, SH. Ors. Y . lai nul Aris. dan 

saat ini Drs. I-!. Chairullah, S. f.P. MAP. 

Scmcntara Sekretaris DPRD Kabupaten Deli Serdang juga sudah beber1pa kali 

bcrganti mulai dari Djaman Tarigan, SH, Drs. Achrnad Siregar. dan saat ini dijabat 

olch Drs. Semangat Mcrdcka Tarigan. 

B. Strnktur Urganisasi dan Utaian Tugas 

Di dalarn suatu instansi baik pemerinta:h maupun swasta, masalah struktur 

org<1111 sas1 rnerupakan suatu ha! penting, karena dengan adanya struktur-struktur 

org:lll is:1si yang jelas akan tercermin p':' mbagian tugas dan tanggung jawab yang jelas 

pul;1 se hingga dapat merupakan alat untuk mempermudah rnencapa i tujuan yang 

/\p:1hiL1 strnktur organisasinya haik, maka scg<tla akti vit;1s d:111 huhu11gan di 

ant<1ra bagi:m-bagian yang ada dapat berfungsi sebagaimana mestinya . r 1i mcmang 

pcr l11 k:1rena sctiap anggota organisasi akan dapat mengetahui kqiada siapa di a harus 
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rnc rn pcrt~inggung jawabkan pekerjaannya dan dari siapa mcner 1111 a perintah (tugas) 

y<111g h;1rus dike1jakannya. 

lk rdasarkan hasil penelitiaE yang pen:Jis µerol eh da ri Dinas Pendapatan 

Dacrah Kahupaten Deli Serdang, di dalam struktur organisasinya telah ditetapkan 

tugas-tug<is d<1 11 tanggung jawab yang jelas dari tiap-tiap bagian dan Dinas Penda~xitan 

D<icrah Kahupaten Deli Serdang memakai sistem organi sasi garis . Pada sistern ini di 

m a 11 ;1 rnasing-masing orang dalam orga111sas1 memperwnggung jawabkan 

pL' kc1jaa1111ya hanya kepada satu orang atasan dan tidak seornng pemimpinpun yang 

bnliak untuk memerintah hawahan pimpinan yang lain, karena tiap rnasing-masing 

bagian tclah mempunyai bawahan sendiri-sendiri yang memberikan pertanggungan 

ja\·Vah langsung kepadanya. 

M·.:lihat dari gambar struktur organisasinya, maka dapat c!ij elaskan tugas dan 

tanggung_jawab dari masing-masing hagian yang diuraikan sebagai berikut: 

I. Kepala Bagian Tata Usaha : 

Memonitoring tugas-tugas yang diberikan kepada Kassubbag dan Staf dalam 

rnngka rnemberikan Pelayanan Administrasi kepada satuan orgaPisas i dalarn 

li ngkungan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang. 

Schagai Ketua Panitia Pembelian Barang Dinas Pendapatan Daerah Kabupatcn 

De Ii Scrdang. 

Menger:jakan tugas yang diperintahkan oleh atasan. 

Mencari Pol a kebijaksanaan Ketata Usahaan untuk disarankan kepada atasan. 

2. Kepala Sub Bagian Kepegawaian : 
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Mcnyusun dafbr urut kcpangkatan. 

lvk11p1st1lka11 kcnaikan pangka_t. 

Mc:~g11sulkan kcnaikan gaji b:.: rkala. 

!\kngclolc. absensi pegawai. 

i'vkmpt:rsiapkan surat teguran/pcringatan/panggilan terhadap peg:nva: 

indispliner. 

tvkrnpe rsiapkan surat-surat mutasi peg.awai di Dinas Pendapatan Daerah 

Kabupaten Deli Serdang. 

Mcngkoordinir pengeraan DP-3. 

3. l(cpala Sub Bagian J(euangan : 

Mclaksanakan pengelolaan keuangan Dinas Pendapatan Daerah Kabupalen 

I k Ii Scrdang. 

rvkrnniksa kcabsahan sernua bukti-bukti pengeluaran keuangan sebclum di 

tanda tangani oleh Kepala Dinas. 

tv1claksanakan pemeriksaan SPP, SPJ dan Pembayaran Gaji serta laporan 

kcuangan lainnya sebelum di tanda tangan Kepala Dinas. 

i\1claksanakan urusan surat rnenyurat. 

Mclaksanakan tata kearsipan. 

Mcmhuat Surat Pe1:j alanan Dinas. 

lvklaksanakan hubungan masyarakat. 

f\. kJ aks~111ab11 perawatan in ventari s Dinas. 
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5. Ke1x1la Sub Bagian Periengkapan : 

Mcbksanakan pengada:m ba_rang keperlun Dinas . 

Mclaksanak :::n pend is tribusian barang-Jarang. 

lVkl <1k sanakan penge11dalian penggunaan barang Dinas. 

ivkngurus STNK Kenderaan Dinas Roda Empat maupun Roda Dua. 

6. Bcndaharawan Khusus Penerima (BKP) : 

Menerima Paj ak/Retribusi Daerah maupun penerimaan lainnya dari WP/WR. 

Menerima penyetoran pendapatan daerah yang dikelola instansi ke1ja terkait. 

Menyctorkan semuahasl penerimaan ke Kas Daerah. 

Mcnanda-tangani surat setoran yang telah divalidasi. 

-\<) 

Mcnanda-tai1gani Buku Pembantu Penerimaan se_Jen1s d ;111 

mendi stribusikannya kepada Unit Ke1ja yang ditetapkan. 

Menanda-tangani Surat Setoran ke Kas Daerah. 

Mcnanda-tangani 13uku Kas Umum. 

Mcnanda-tangani Daftar Laporan Penerimaan dan Penyetoran ke Kas Daerah 

dan mend istribusikan nya kepada Unit Kerja yang telah ditetapkan. 

7. lkndaharawan Rutin (U UDP) : 

tvknerima menyimpan, mem bayar uang dan mempertanggung-jawabk;in 

pengeluaran uang ru tin. 

Menge1jakan DIK, DIP, SPP, SP J Rutin dan Pembangunan . 

8. I kml;tliara wan Pcm bangunan : 
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1'vkncrima. rn eny1rn pan, membayar uang dan mempcrtanggung-jawabkan 

pcngc luaran uang pemb<mgunan. 

~vkngcrjakan DlP, SPP, ~YJ Pembangunan. 

lJ. lk11d~1h~i! - ~i\V <:lri Upah Pungul: 

Mcngurus pcnge luaran Upah Pungut Paj ak/Rctribusi dan PBB dari Kas 

Dacrah . 

Mcncrima, mcnyimpan dan membayarkan Upah Pungut kepada yang herhak. 

Mcnge1jakan SP J Upah Pungut sesuai ketentuan yang berlaku. 

10. Bcdaharawan Gaji : 

Mcngarnbil dan membayar Gaji/Rapel Gaji. 

Mcrnbukukan penerimaan dan pengeluaran Gaji ke Buku. 

Mcrnpcrtanggungjav,iabkan pembayaran Gaji. 

Mcnyl'lorkan potongan-potongan resmi Gaji kepada yang berhak. 

11. lk11d<1har;iwan !L1rang: 

Mcnerima, meny1mpan dan menyerahkan barang-barant>, Dinas kepada yang 

bcrhak. 

Mencatat pemasukan dan pengeluaran barang pada kartu barang. 

11. a. Kepala Sub Dinas Pendataan dan Dokurnentasi : 

Mcngkoordinasikan Tugas-tugas Kepala Seksi dan Staf. 

Mcmberikan rnasukan dan saran kepada Kepala Dinas tentang teknik 

operasional pendataan. 

Mcnge1j akan tugas yang di pe rintahkan oleh atasan. 
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2dikembalikan WP/WR. 

Mengernbalikan Formulir P.endataan )_'ang telah lengkap ke Seksi Pengelola 

Data untuk diproses. 

c. K;1 si Pcngelola Data dan lnformasi : 

Mcngelola data-data obyek pajak sesuai SPTPD/SPTRD. 

Menerbitkan kai1u data tiap-tiap jenis pungutan. 

Menetbitkan Kartu NPWPD. 

Menerbitkan Surat Pengukuhan sebagai WP/WR. 

(.1cncrbitkan Surat Wajib Pungut untuk Pcngusaha I lotel /Rcstoran . 

Mcngirimkan Kartu Data ke Seksi Pemeriksa:::n Perhitungan Subdis 

Penetapan clan Distribusi. 

d. Kasi Dokumentasi clan Penyajian Data: 

Menerirna pei1gembalian Kartu Data dari Subdis Penetapan dan Distribusi . 

Menyimpan dan memelihara data-data tentang pendata2n dan dokurnentasi. 

Menyiapkan daftar tentang WP/WR yang akan di data ula'.1g sesuai dengan 

nomor urut dan tanggalnya. 

Menycrahkan daltar WP/WR yang akan dimajukan datanya kcpada Scksi 

Pcndataan clan Pendaftaran . 

L'. K;1si P;1_j;1k [);1crah clan Di stribusi Daerah : 

Mcmonitor pelaksanaan pemungutan pajak/retribusi. 

Mcmberikan masukan kepada Kepala Sub Dinas untuk kebcrhasilan 

pcbksa11<1an tugas pendaftaran/pcndataan. 
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Mcnampung semua keluhan serta memana.1 persoalan tentang 

pajak/retribusi daerah untuk ~nencari solusi yang cepat dan tepat. 

Mrnjalin hubunagn kc1ja yang lx:ik dengan instan si pcng..: lolu pajak dan 

rc\r ibusi daerah beke1j a sama dengan Seksi Pemantauan dan Pengendalian 

Opcrasional. 

l ~. ~l. l<.L·p;da Sub Dinas Penetapan dan Distribusi : 

Mcngkoordinasikan tugas-tugas Kepala Seksi dan Staf. 

Mcnandatangani Surat Ketetapan dan Dafi:ar Ketetapan. 

Mclaksa:1akan tugas yang diperintahkan atasan. 

b. Kcpala Seksi Pemeriksaan dan Perhitungan : 

Memeriksa kelengkapan Kartu Data yang diterima. 

Mcnerbitkan nota perhitungan. 

Menandatangani nota perhitungan. 

Menyerahkan Nota Perhitungan ke Seksi Penerbit Surat Ketetapan. 

c. Kcpala Seksi Penerbitan Surat Ketetapan : 

Mcnerbitkan Surat Ketetapan Paj ak/Retribusi. 

Menerbitkan Surat Setoran Paj ak/Retribusi. 

Menerbitkan SK Pajak/Retribusi lainnya. 

Menerbitkan Daftar Ketetapan Pajak/Retribusi. 

Menerbitkan izin yang dikelola oleh Dinas Pendapatan. 

Menyimpan semua arsip-arsip tentang penetapan secara baik dan teratur. 

Mcnyerahkan semua surat ketetapan maupun izin yang dite1·bitkan kepada 
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Seksi Legalisasi dan Distrib usi. 

d. Kcp;1L1 Seksi Legalisas i elm: Di stribusi : 
~ . 

Me.ierima surat ketetapan clan yang diterbi ~kan . 

Mclegali sasi surat-surat tersebut dengan membubuhkan stempel dinas. 

Mrncatat ke dalarn Daftar SKP dan daftar izin yang diterima. 

Mcmpersiapkan tanda terima untuk penyerahan Surat Ketetapan maupun 

izin yang berhak. 

Mc11ycralika11 Surat Scto1«111 kcpada 131<.P. 

Mrndistrih11sik:11~ SKP d:111 Sur:1t KL~putus:in l:1i1111 y: 1 kl· p:1d:1 WP/WR. 

e. Kcp:il :1 Scksi PBB dan BPHTB : 

Mrncrima SPPT dan DHKP dari KP PBB melalui camat. 

Mcndistribusikan SPPT dan DHKP ke Kecamatan melalui Camat sc-K <:ib. 

Deli Serdang untuk BK I. 

Mc11distrihusikan ke Kecamatan melalui KUPTD untuk BK 2 s/d 5. 

Mcnerima Laporan Mingguan tentang pembayaran dari Kantor Pos 

kecamatan-kecamatan. 

Menerima laporan rekap secara mmgguan dari Kantor Pos koodinator 

Tching Tinggi. 

t\1L-11crim:1 STTS dari Kantor Pos Kecamatan. 

Mclakukan pencocokan STTS ke Buku DHKP PBB. 

Mcmbuat laporan bulanan ke tingkat-tingkat. 

Mclakuka11 koordinasi secara teratur dengan KP-PB mengena1 PBB clan 
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BPHTB. 

Mernberi saran kepada atasan tentang pemungutan PBB di Kecamatan. 

Mcrnpersiapkan tcknis dan administrasi pemheri an perangsang kepac"1 

petugas pclaksann yang berprestas i. 

14. a. Kcpala Sub Dinas Pembukuan dan Pelaporan : 

Mengkoordinasikan tugas-tugas Kepala Seksi dan Staf. 

Melegalisasi surat-surat berharga yang menj ad i kewenangan Dipenda . 

Melaksanakan tugas yang diperintahkan atasan . 

h. Kcpala Scksi Pembukuan dan Verifikasi : 

Mr:- mbukukan semua ketetapan yang telah diterbitkan. 

Mengarsipkan seluruh dokumen yang telah dicatat. 

Memverifikasi semua tanda setoran yang telah di validasi dengan 

mengadakan pencocokan terhadap BP.PS. 

Mengadakan perhitungan antara daftar Surat Ketetapan yang diterbitkan 

dengan Surat Setoran yang divalidasi. 

Me11erbitkan daftar tun ggakan sejenis penerimaan. 

c. Kcp~lia Seksi Legalisasi dan Pembukuan Surat-Surat Berharga : 

Mcmpersiapkan legali sas i surat-surat berharga. 

ML·nc<1tat dan mcrnbukukan surat-surnt bcrharga sccara bt.:11ar da:i 111c11urnt 

nomor dan tangga ln ya. 

ML·1wta usahakan benda-benda berharga yang diterima clmi l JKT. 

ML·mbukukan penerimaan dan penge luaran benda berharga. 
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Mcnerbitkan surat keterangan fiskal. 

Mcncrbitkan Surat Pengan.tar untuk Ferporas i. 

Mcnyusun daliar Surat berharga yang telah habi s masa hcrlakunya. 

Mcngiri111k an dafiar tersebut kepada Subdis Pendataan dan dokurnentt1si 

untuk percmajaan data maupun daftar ulang. 

d. Kcpala Seksi Evaluasi dan Pelaporan: 

Mengadakan evaluasi mengenai penerimaan pendapatan daerah. 

Menyiapkan daftar realisasi pendapatan daerah. 

Mrnyiapkan daftar target dan realisasi pendapatan daert1h . 

McnyiapL::1 laporan tentang penerimaan pendapatan daerah baik secarn 

hulanan, triwulan maupun tahunan. 

c. KL: p~ila Seksi Sumber lain-lain: 

Mrn1011itor pencrimaan pendapatan lain-lain di !um Pl313 BPI !Tl~. 

Pajak/Retribusi Daerah. 

Mcnjajaki penerimaan pendapatan lain-lain untuk dijadikan sumber 

penerimaan baru. 

15. a. Kcpala Sub Dlnas Penagihan dan Bimbingan Masyarakat: 
Mcngkoordinasikan tugas-tugas kepada Seksi dan Staf dalam 

mclaksanakan tugas Penagihan Pendapatan Daerah. 

Mengkoordinasikan tugas-tugas Pembinaan dan Bimbingan Masyarakat 

clengan segenap aparat yang terkait. 

Mclaksanakan tugas yang diperintahkan oleh atasan. 
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b. Kepala Seksi Penagihan dan Perhitungan : 

Mcrnonitoring Penyetoran .WP/WR melalui buku Pembantu Peneri md 

se_1en1 s. 

Mencocokkannya dengan Daftar SKP'yang diterbitkan. 

Memelihara buku Kendali WP/WR. 

Mcrnelihllra Daftar Surat Penagihan dan Surat Teguran. 

Mernelihara Surat Peringatan dan Surat Teguran. 

Mengirirn/Menyampaikan Surat Peringatan/Surat Teguran kepada 

WP/WR. 

Menerbitkan Surat Paksa setelah 21 (dua puluh satu) hari Surat Teguran 

ticlak cliindahkan. 

Mcngirim dan menyampaikan Surat r ·aksa kepada WP/WR. 

Mcn<..:rbitkan Surat Perintah melakukan Penyitaan setelah 14 (em pat be las ) 

liari Surat J>aksa lidak diindahkan okh WP/WR. 

Mcn<..:rbitkan sural kcscmpatan tcrakhir setclah 14 (cmpat belas) hari Sur~1l 

Perintah rnelakukan Penyitaan tidak diindahkan oleh WP/WR. 

Membuat Daftar Surat Perrnintaan Pelaksanaan Lelang untuk WP/WR 

y<111g belurn melunasi kewajibannya setelah 14 (empat belas) hari setelah 

t:111ggal Surat Kesrn1patan Terakhir. 

l'vkrencanakan hari, tanggal clan jam pelelangan yang disetujui Kepala 

Di11:1s Pendapatan dan Perrnintaan Penegasan pada Kantor Lelang Negara . 

Mrnyiapkan berkas Penyitaan WP/WR yang bersangkutan d<111 
UNIVERSITAS MEDAN AREA
----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 5/9/23 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)5/9/23 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

Irfan Andagraha - Implementasi Kebijakan Keuangan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah….



c. Sd;s i Pcrtim bangan dan Keberatan : 

tvlc11 crim:1 Surat Keberatan dari WP/WR. 

Mcmbuat Nota Dinas untuk Penelitian kembali dan kalau pcrlu 

Mc11gadakan Pemeriksaan. 

Mcmbuat Nota Dinas untuk Pent.:itian kembali dan kalau perlu 

Mcngadakan Pemeriksaan. 

Menyampaikan Laporan Basil Penelitian atau Pemeriksaan kepada Kepala 

I )i11:1s Pe11dapata11 untuk ditditi dan dipcrtimbangkan. 

Menyampaikan berkas keberatan WP/WR disertai Pertimbangan Kepala 

Di11as Pendapatan kepada Bupati. 

Menyiapkan Surat Penolakan Keberatan. 

Menyiapkan Surat Keputusan Pengurangan/Penghapusan Pajak. 

d. Kepala Seksi Pelayanan Angsuran dan Restitusi 

Me11crima Surat Permohonan Angsuran dari WP/WR. 

Memeriksa dan menyetujui pembayaran secara angsuran. 

Mcnyiapkan Surat Pe1:janjian Angsuran dengan persetujuan Kepala Di11 ~ 1 s 

Pendapatan Daerah. 

Mcndistri busikan Surat Pe1janj ian Angsuran kepada WP/WR dan U 11i1 

kerja lain yang terlibat. 

Mcnerirn:1 Surat Perrnohonan Restitusi rneneliti dan menghitung Rcstitusi 
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Mcrni)e rsiapkan semua administrasi yang dibutuhkan sesua1 dengan 

k:tL'llt ua n yang berlaku. 

Mcnyiapkcll1 surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak Daerah (DP D -

:.+ ~ ) 

~/k1nelihc 1 ra Datbr Persetujuan Angsuran BK - 14. 

Mc111e lilura DaHar Pe1janjian Angsuran BK - 13. 

Mc111elih,1ra Buku Register Permohonan Angsuran BK -- 12. 

e. Kcp;i!d Seksi Pembinaan dan Bimbingan Masyarakat : 

i\frnghimpun data-data per;1rnsalahan di lapangan. 

Mempebjari Perda-Perda tentang Pe1111.1ngutan Pendapatan Daerah. 

Mrnyiapkan Saran Pembinaan dan Penyuluhan. 

ML' 111 publibs ikan kegiatan pcmungutan dari proses awal sampa1 dcngan 

seksai. 

Mc11sosialisasikan Perda-Perda tentang Pajak Retribusi Daerah. 

l'vknjalin ke1j a sarna dengan WR/WP dcngan mernbentuk l'orum 

ko111unik;isi WP/ WR. 

Mcnjalin ke1ja sama dengan aparat Kelmahan dan Desa dalarn ha! 

pe11 sosiali sas ian Perda-Perda Pemungutan. 

I (i. ;1 Kcp;1l;1 Sub Di1rns Perencanaan dan Pengcndalian Opcrasional : 

Mcngkoordinasikan tugas-t11gas Kepala Seksi dan Staf. 

Mc11gac!akan koorc!i11"' c·i dengan Unit Kerja Pcngelola Retribusi Daerah. · 

Mc11gacl akan koordinasi dan ke1:ja sama dengan Bagian Hukum clalam UNIVERSITAS MEDAN AREA
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pcmbuatun maupun perobahan Perda-Perda. 

Mcngclola data dan informasi tentang sumber penecimaan Pendapatan 

Dae rah. 

Menghimpun data dan informas i menjadi bahan penyusunan progr:-lm 

kerj a. 

Mc11cri111:1 masukan-masukan untuk digunakan sebagai pendukung. 

penyusunan program ke1ja. 

Mcngcmbangkan jangkauan perat1 1ran-peraturan tentang pemungutai. yang 

belum tergali. 

Mcnyusun program ke1:ja Dinas untuk setiap Tahun Anggaran. 

M1..'11yusu11 Rencana Penerimaan Pendapatan Daerah untuk dimasukkan le 

APBD. 

c. Kcpala Seksi pemantauan dan Pengendalian : 

Mcnghimpun data-data tentang pemungutan Pendapatan Daerah . 

Mcrn antau pelaksanaan pemungutan Pendapatan Daerah agar ses uai 

ckngan kctentuan perundang-undangan. 

Melakukan pembinaan penggunaan sarana dan prasarana pemungutan 

Pe11dapata11 Daerah. 

Mcngadakan koordinasi dengan semua unit ke1:ja yang mengelola 

Pc11d:1pat:111 Dacrnh. 

d. 1'.cp:il :1 Seksi Anali sa dan Evaluasi : 
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(i(l 

Mcnghimpun data dan inforrnasi tentang sumber Pendapatan Daernh. 

M1..·11 gadakan anal ;sa terhadap perangkat perundang-undangan rnaupun 

dampak pcmberlakuan peraturan daerah tentang Pendapatan Daerah. 

Mcngadakan inventarisasi kendala dan mP-salah atas pelaksanaan Peratu;·an 

Ducrah untuk dicarikan solusi yang tepat. 

c. K1..·pab Seksi Peraturan Perundang-Undangan dan Pengkajian Pendapa1 an : 

Mcnghimpun dara dan inforrncs i mengenai sumber-surnber Pendapatan 

D~1crah. 

Mcngadakan pengkajian mengenai Patensi Fendapatan Daerah yang bclurn 

tcrgali . 

Mc11yusu11 konsep Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi dcngan 

bckc1ja sama dengan Bagian Hukum Kantor Bupati. 

Mcngadakan telaahan terhadap Peraturan-Peraturan Perundang-Undangan 

yang telah ada untuk diadakan perbaikan-perbaikan sesuai tuntutan 

keadaan. 

Perihal gambar struktur organisasi dinas Pendapatan Daerah Kabupaten deli 

Serdang bcrdas<i.·kan Perda No . 46 Tahun 2000 dapat dilihat pada halaman berikut : 
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Garhbar 1 

Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Berdasarkan Perda No. 46 Tahun 2000 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

78 

S-:tclah 111cl;1kukan pcrnbaiwsan pada bab-bab sebe lunrnya sarnpailah pc miiis 

p;1d<1 h;1gi;111 akhir ~x·nuli san sk ripsi ini ya itu kesimpulan dan sa ran 

A. Kcsimpulan 

I. Pa.iak hotel dan restoPrn adalah salah satu jenis paj ak yang di serahk an 

pcngelolaannya kepada Pemerintal1 Daerah. sehingga dcngan dcmiki <1n 

pcngat urann ya j uga di tentu ka n berd~.sarkan pera~Ciran Perneri ntah Daerah. 

2. Sumber penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang dari sektor 

pajak hotel dan restoran rneskipun dalam jumlah yang terbatas tetap dapat 

mernbcrikan konstribusi bagi penyelenggaran pembangunan dan pemerinlahan 

di wilayah tcrsebut. 

3. Pelaksanaan pengelo laan sumber pendapatan Pemerintah Daerah melalui 

sektor pajak hotel dan restoran d ini sangat dipengaruhi oleh kegiatan 

pe laksanaan pembangunan daerah, dimana apabila suatu daerah mengalarni 

peningkatan di bidang perekonomian dan pembangunan maka secara langsung 

pul a akan dapat meni ngkatkan sumber pemasukannya dari sektor pajak hotel 

dan restoran ini. Hal ini dapat dilihat dari keadaan-keadaan yang te~jadi di 

Kabupaten Deli Serdang '1imana sektor yang tidak mendukung 

te rselenggaranya penenmaan sektor paj ak hotel dan restoran adal al 
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